AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN

OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DIPENGADILAN TERHADAP

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

TESIS

NIKETUT APRIYANTIR
0706177734

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN
OLEH NOTARIS SEBAGAI SAKSI
DI PENGADILAN TERHADAP
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

NI KETUT APRIYANTI R
go766277734 -

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nams : Ni Ketut Aprivanti R

NFPM : 6706177734

Tands Tangan 3

Tanggal t 4 Juli 2009 T
i

_Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis mi digjukan oleh :
Nama : Ni Ketut Apriyanti R P
NPM - 0706177734
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jodul Tesis : Akibat Hukum Pemberian Keteranpan Qleh Notaris
schagai Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan
Pembuktian Akta Notaris.

Telak berhasil dipertahankan di hadepan Dewan Penguji dan diterima
sehagal bagian persyaratan yang diperlakan untuk memperoleh gelar
Magister Kenofariatan Fakulias Hokum Universitas Indonesia,

DEWANBPENGUJT e —
Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H. (¥ Lo e —
Penguii : Dr. Drs. Widedo Suryandono, S.H, MH, (
Penguji : Darwani Sidi Bakaroedin, 8.H.
Ditetapkan di : Depok
Tanggal + 4 Juli 2009
il

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan pull syukur kehadapan Ida Sang Hayang Widhi
Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas sepals rahmat dan berkah-Nya maka penulis
dapat menyelesaikan tesis ini. Pepulisan tesis i dilakukan dalam rangka
memenuhi salab satu syarat untuk mencapai gelar Magisier Kenotariatan dalam
bidang Iimu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnyz penyelesaian tesis ini tidak teriepas dari bimbingan, dorongan,
dan bantoan dari berbagai pihak baik secara material manpun moral. Untuk itu
melalui kesempatan ini saya sampaikan veapan terima Kasih kepada;

i

Yang terhormat Bapak Dr. Drs, Widodo Suryandono, S.H., MH,,
sclaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Yang terhorreat Ibu Arikantt Natakusumah, $.H., selakn Dosen
Pembimbing yang penuh kesabaran dan kemurahan hatinys
memberikan bimbingan serta petunjulc-petunjuk dalam menyelesaikan

tesis ini.

Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia yang telah n_zemberikan masukan ilmu selarma penulis
mengikuti pendidikan.

Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universilas
Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan
administrasi sclama mengikoti perkulizhan dan schubungan dengan

peryusunan tesis .,

v

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



10,

it

12.

13.

Kepada para informsn yang telah memberikan dats dan penjelasan-

penjelasan sebagai bahan dalam penyusunan {esis ini.

Kepada Bapak Agung Santos, S.H,, yang selalu memberikan
dukungan, bimbingan dan telah memberikan banyak petunjuk dalam
penyusunan tesis ini.

Kepada papa {dr. I Ketut Rina, Sp.Pd., Sp.J) dan mama {(Ni Wayan
Rositawati), vang selalu memberi dukungan, semangat dalam
penyusunan tesis ini

Kepada papa {dr. Made Widia, Sp.A) dan mama (Ni Luh Sinthawati},
mertua yang selalu memberi semangat dan mendoakan penyusunan
tesis ini.

Kepads suamiku dr, Made Adhi Keswara, vang selalu mméaktmg,
dan dengan sabar menghadapiku disaat mengalami kendala dalam
penyusunan tesis inj,

Kepada kakak-kakakku dr. Wendy, dr. Junior, Novi, Gusnik yang
selaly memberikan semanpat, dukanpan dan selalu menghibarkn
selama penyusunan tesis ini.

Kepada Komang dan Wiwik yang selalu memberikan dorongan untuk
menyelesaikan tesis ini,

Teman-temanku yang selalu membantu untuk melengkapi kekurangan
data-data sclama penyusunan fesis ini, “thanks a lof for all RBC crew”
ada Pingkan Sanger, Sucl, Diah, Dewi, Irma, Vian, Hara, Uum, serta
juga temankn Gung Andy, Kartina dan Novi.

Teman-teman seangkatanku Rhea, Keke, Hanny, Ajeng, Yoke, Sheila,
Daisy, Pak Risal, Agung, Amzad, Denis, dan vang lainnys, vang
selain memberikan informasi selama perkuoliahan,

v

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



14, Bowo, Tubi, Pak Patur, Mba’ Yamazh vang selalu membantu
menganiar dan menemani pada saat bimbingan.

15. Kepada semua pihak yang teleh memberikan bantuan dalam
penyusugan tesis ini, yang fidak dapat penulis sebutkan sate persatu,

Penulis mepyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat
kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnasn. Maka dari ity kritik
dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurpaan tesis ini, sehingpa dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,  Juli 2009

Penulis

vi

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universilas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah inj ;

Nama : Ni Ketut Apriyanti R
NPM 0706177734

Program Studi : Magister Kenotariatan
Depariemen

Fakultas : Hukum

Tenis Karva : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuas, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Neneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karya ilmiab saya yang berjudu! :

“Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebagar Saksi di Pengadilan
terhadap Kekuatan Pembukiian Akta Notaris”.

Dengan Hak Bebas Rovalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak
menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
{database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya scbagai pepulis/ pencipia dan sebagai pemilik Hak
Cipia,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarmnya.

Dibuat di s Depok
Pada tanggal : 4 Juli 2009
Yang Menyatakan

-
{ Ni Ketut Apriyanti R )

vit

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



ABSTRAK

Nama : Ni Ketut Apriyanti R

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Akibat Hukum Pemberian Keterangan (Oleh Notaris Sebagai
Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan Pembuktian Akia
Notaris.

Tesis ini membahas mengenai kekuatan suaty akta notaris yang pada dasarnya
telah memiliki kekuatan hukum sebagai akia otentik. Akta otentik sebapal alat
bukti terkuat dan terpenuh didalam suaty perkara perdata. Melalud akta otentik
yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,
dan sekaligus diharapkan pula dapat dibindari terjadinya sengketa. Walaupun
sengketa tersebut tidak dapat dihindan, dalam proses penyelesaian sengketa, akta
otentik merupakan suatn bukii yang sempurns, yang berarti bahwa isi akta
tersebut akan dianggap sebagal suatu kebenaran yang mengikst, yang tidak
memerinkan suatt pesambaban pembuktian. Namun dalam perkembangannya
muncul permasalaban yaitu semakin mudahnya notatis untuk dipanggil dan
dimintai kelerangan sebogei ssksi dalam  proses perkara  pengadilan.
Permasalahannya adalah apakah kehadimn Notaris sebagai saksi dalam proses
perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telah
sesuai meaurut bukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberian
keterangan vang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap
akia yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif
yang bersifat {eorifis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukom
pemberian kKelerangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan
terhadap kekuatan pembuktian akis notaris, Dan penelitian yang dilakukan
dipercich basil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam prosges perkara
pengadilan menurut pasal 66 Undang-Undaag No. 30 tabun 2004 fenfang Jabatan
Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, Dan dengan
hadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibat
hukum atas kekuatan pembuktian akta otentik, Akan fetapi dapat berakibat hukum
menjadi akta dibawab tangan atan akia menjadi batal demi hukum, apabila dapat
dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

Kata Kunci: Kesaksian Notars, Kekuatan Akta Notans di dalam Pengadilan.
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ABSTRACT

Nare : Ni Ketut Apriyanti R

Study Program : Magister Kenotariatan

Title : Legal Consequence of the Information Provided by a
Notary Public as Witness at the Court to Strengthen
Authentication of a Deed.

This study discusses the strength of a deed which basically has legal siength as
an authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearly
determines someonc’s rights and obligaions, provides him or her with legal
certainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that the
dispute can not be avoided, in the process of ifs settlement, it serves as perfect
evidence, meaning that its has content 1§ deemed a binding truth and that no
additional evidence is needed. Howaver, recently a new problem has been
emerging that notaries are casily called and requested to give information as
witnesses in legal cases at the couwrt. The guestion is that wheiber the existence of
a notary public as a witness in such lepal cases related to the deed made before
him or her is fegal? The next question is that what Is the legal consequence of the
information provided by him or her as witness at the court related to the deed
miade before him or ker? This stndy is 2 nommative juridical study which is
theoretical in nature with the main problem “Legal Consequence of the
Information Provided by a Notary Public as Witness at the Cowt to Strengthen
Authentication of a Deed”, The findings show that an approval is needsd from
Muyjelis Pengewas Notaris when notary public is called and requested to be a
witness at the cowt. This refer to Article 86 of the Regulation Number 30 of 2004
concemning duty of 2 Notary Public. His or her existence af the court does not
legally affect the strength of auihentication of an authentic deed. However, the
contrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legally
cancelled.

Key words ; Witness of a Notary Public, Strength of & Deed at the Court.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Dialam kebidupan kita sehari-hari banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum
perdata yang ferjadi di masyarakat. Oleh karepanya masyarakat membutnhkan
seseorang (figur) Notaris yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya,
vang tanda tangannya sertd scgeinya {capnya) membes jaminan dan buk4 yang
kuat dan membuat snatu perjanjian yang dapat melindunginya serta mencegah
terjadinya kesulitan di hari-hari vang akan datang,

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionads dalam masyarakat hinggs
sckarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris sebapgai pejabat fempat
seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang
ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, 1a adalah pembuat dokumen
yang kuat dalam suatu proses hukum.! Notars adalah jabatan kepercayaan,
sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada Notaris.

Mepurut hukum, akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik,
barang siapa yang membantah kebenaran suatu zkta ofentik, yang membantah
harus dapat membuktikan scbaliknya.” Menurut Pasal 1 angka ! Undang-Undang
nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUMNY:

“Notaris adaelah pejabat uwmum yang berwenang unmtuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini,™

“Tan Thong Kie, Studi Notariat & Sarbu-Serbi Prakiek Netaris, (Jokarta: Ichtiar Baru
Van Hosve, 2007), him. 444,

* A. Kohar, Notaris delons Prakick Hukurs, {Bandung: Alumni, 1983), him. 28.

* Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU RI No, 30 Tahun 2004, LN No. 117
Tahun 2064, TLN Ne. 4432, Ps. 1.

Universitas indonasia
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Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari

negara, Khususnya di bidang hukum perdata.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang yang berkaitan

dengan akta otentik yaitu terdapat pada pasal 15 UUJN, menyatakan :

a.

B

P
H

Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan vang diharuskan oleh peraturan perundangan danfatau vag
dikhendaki oleh yang berkepentingan, untek dinyatekan dalam akia
otentik, menjamin kepastian tapggal pembuatan zkta, menyimpan akis,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akia, semuanya sepanjang
pembuatan akia tersebut tidak ditupaskan atau dikecualikan kepads pejabat
atau orang lain yang ditetapkan oleh umndang-undang.

Mengesahkan tanda fangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (Jegalisasi).
Membukukan surat-surat di bawah tanpan dengan mendaftar dalam buku
khusus (waarmerking).

Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan vang memuat
uraian sebagaimans ditulis dan  digambarkan dalam  suwrat vang
bersangkutan,

Melakukan pengesaban Kkecocokan fotokopi dengan surat aslinva
{legalisir).

Mermberikan penynluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
Membuaat akta yang berhubungan dengan pertanahan.

Membuat akta risalah lelang.

Membetalkan kesalahan tulis dan/atan kesalahan ketik yang terdapat pada
minuta akta yang telah ¢i tanda tangan, dengan membuat berita acara dan
memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akia asgli vang
menycbutkan fanggal den nomor berita acara pembetulan, dan salinan
tersebut dikirimkan ke para pihak, ¢

“Ibid,, Ps. 15.

Universtas Indonasia
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Berdasarkan kewenangan notaris tersebut diatas, diketalnul bahwa Notaris
merupakan saleh satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk
membuat akta dalam bentuk cienrk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Huloum Perdata (K.U.H.Per) yang berbunyi “Suatu akuw
otentik ialah suatu akiz didalam bentuk yang ditentnkan oleh undanpg-undang,
yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai pmum yang berkuasa unfuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya™,’

Terkait dengan kekuatan pembuktiannya, akta otentik memiliki kekuatan
pembuktian yang terdinn atas 2 (tiga) macam pembuktian, yait: (1) kekuatan
pembuktian formal, (2) kekuatan pembuktian materiil, dan (3) kekuatan
pembuktian lahiriah.

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta otentik memiliki arti bahwa
akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilibat, didengar
dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.”
Kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik memiliki arti isi keterangan yang
meoiuat dalam akia ite berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian
sebagai yang scbemamya dan manjadi bukti diantara para pihak. Kekuatan
lahirish yaitu secara |ahiriab dapat membukiikan dirinya sendiri bahwa akia itu
adalah akta otentik atan akta yang dapat merabuktikan sendiri keabsabannya (acia

publica probant sese ipsa). §

Oleh karenanya akta yang dibuat dihadapan Notans tersebui  memiliki
kekuatan pembuktian sempuma. Hal ini memiliki pengertian bahwa terhadap akia
otentik tersebut apabila berperkars di Pengadilan, tidak petdu dibuktikan dengan
bukd lainnya.

} Kisab Undang-Undang Hekum Pordata [Burgerlijk Werboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan B Tjirosudibio, cet. 38, Jukarts: Pradnya Paramits, 2007, Ps. 1868,

¢ G.H.S. Lumban Tobing, Perciwan Jabatan Notaris, cet, 3, (Takarte: Exlangga, 1983),
hlm. $7.

? 1bid., him. 60,
8 Ihid., him. 55,

Universitas indonesfa
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Dalam hal pengawasan notaris menurut JUIN dinyatakan bahwa notars
merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural, jadi
notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Dasar tanggung jawab Notaris adalah ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pembaharuan
mengenai jabatan Notaris yang dahulu distur dalam Reglement Op Het Notaris
Ambt in Indonesia Stbl. 186013 (Peraturan Jabatan Notaris), Notaris dapat
dimintakan pertanggungjawaban selain berdasarkan ketentvan Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga berdasarkan ketentuan yang
tertuang dalam kode etik Notaris.

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa
Notarls dalam membantec para pihak mernmuskan dalam  akta harmss
memperhatikan kepentingann kedus pihak dan barus mershasiakan yang
berhubungan dengan isi akia termasuk proses dimulal dari pembuatan sampai
mengenal isi akda vang dibualnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua
belsh pihak yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta Notaris,
Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpuikan bahan-behan pembuktian,”

Pengawas notaris adalab menterd Hukum dan Hak Asasi Mapusia, vang
dalam rangka mengawasi notaris membentuk majelis pengawas dengan unsur
vaitn

a. Pemeriniah; sebagal penguasa yang mengangkal pejabat notaris.

ir. Notaris; notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahi seluk-beluk

pekerjaan notaris.

¢. Akademisi; kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu

hukum, karena lingkup keria notaris bersifat dinemis dan selaln
berkembang.

* Martiman Prodichamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, (Jakarts: Ganesa Indonesia,
1985), him. 26.
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Yang diawasi oleh majelis pengawas:
a. Tingkah laku notaris;
b. Pelaksanaan jabatan notans;

¢. Pemenuban kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris
ataupun yang ada dalam UUIN.

Kewenangan Majelis Pengawas adalah meliputi tiga hal pokok yang
penting dalam pelaksanaan UUJIN yaitu mengenai kepastian, ketertiban  dan
perlindungan hukum yang menjadi lamdasan filosofis dibentuknya UUIN.

Terkait denpan kepentingan proses perzdilan, maka untuk menjaga
kerahasiean akta tersebut yang merupskan ARSIP NEGARA maka pihak
penyidik, penuntut ummm, atae hakim harus reendapat persetujuan dari Majelis
Pengawas Notaris, dalam hal:

1. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akia atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;

2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan
akta yang dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan

13

Nataris.

Dengan demikian menunjukkan adanya kerahasian dan bahwa tidak
mudah untuk mengambil fotokopi Minuta akte danfatau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokel Notaris dalam penyimpanan Notarls
dan memanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang brekaitan dengan akfa yang
dibuatnya atas Protokol Notaris vang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis
Pengawas Daerah juga harus mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu
akta yang dijadikan alat buksi.

Dalam perkembangannya Notaris sering dimintakan kesaksiannya dalam
mensbuktikan kesempurnaan dari akia yang telah dibuatnya tersebut. Seperti yang
dituliskan pada salah satu fopik di majalah renvoi yang mengatakan, kini profesi
Notaris sangat riskan, akta bermasalah sedikit, polisi akan memanggil." Tentunya

* tndenesia, Ps. 66,

" Martinef, “Notaris Perlu Dibekali Aspek Hukum Pidana,” Renvol, (Nomor 9.57.V, 3
Febraari 2008): 32,
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dengan kesaksian yang diberikan notaris dalam proses perkara pengadilan akan
menimbulican polemik baru di masyarakat tentang kwalitas kekuatan pembuktian
dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. Serta adenya anggapan bahwa
pemanggilan pihak kepolisian tersebut terjadi dikarenakan adanya pergeseran
habitat Notaris akibat kesalahan sistem.™

Dari fenomena kontraversi yang telah diurgikan distas, maka menank
untuk di analisa secara yuridis suatu permasalaban yang terkait dengan “Akibat
Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebagai Saksi di Pengadilan terhadap
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.”

B. Pokok Permasaiahan

Berdasarkan atas latar belakang permasalaban yvang telah diuraikan
scbelumnya dapat dikemukan permasalahan sebagai berikat;

1. Apakah kehadiran Notaris sehagai saksi dalam proses perkara pengadilan
yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya ielab sesuai menurut
hukum?

2. Bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan
Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap Akts yang dibuat
dihadapannya?

2 Doddy Radjasa, “Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem,” Renvoi,
(Nomor 9,57.V, 3 Februari 2008): 20,
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C. Tujuan Penelitian
Tujoan Umum :

Untuk pelatiban dalam usaha menyampaikan pikiran ilmiah secara
tertulis serta untuk melaksanakan tri dharma pergunan tinggi, khususnya
pada bidang penelitian oleh mahasiswa terkait dengan hukun perdata dan

scbagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada fakulias
hukum.

Tujuan Khusus ;

1. Untuk mengetahui aturan yang mengatr mengenal pemanggilan
Notaris scbagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait
depgan Akta yang dibuat di hadapannya.

Z. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum alas pemberian
keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan
terhadap Akta yang dibuat dibadapannya.

D. Metode Penclitian

Praposal penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
Adapun yang dimasksud dengan yuridis normatif’ adalah pendekatan yang
dilakukan dengan mengadakan penelusuran assg-asas hukum, antuk kemudian
membuat suatu interpretasi ferhadap peraturan hukum umum. Yang kemudian
dilanjutkan dengan pengujian hasil interpretasi tethadap teori dan atau prinsip-
prinsip huknm umum.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data
primer dan data sekunder. Adapun dats primer adalah data yemg diperoleh
langsung dari lapanpgan dan data sekunder adalahy data vang diperoleh dari
literatur-literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
yang dianalisa,

Universitas indonesia

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009

[ —



Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi

dokumen dan wawancara yaitu:
1. Studi Dokumen yang meliputi :

a. Bahan hukum primer terdiri dani peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan permasalaban yang skan dianalisa, yang
kernudian akan digunakan sebagai dasar hukum.

b. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku cetak, artikel, disertass,
tesis dan dokumen lainnya termasuk artikel yang terdapat di dalam
interpet vang berkaitan dengan permasaishan yang ekan dianalisa,
vang kemudian akan digunaken sebagai landasan teori.

¢. Bahap hukum tertier dalam penelitian inf meliputi Ensiklopedi dan

kamus, balk kamus Babasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris yang
dijadikan sumber referensi.

2. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Gusti Ngurah Putg Wijaya,
8.H., dan Bapak Made Sumadnyana, S.H.

Metode pengolaban dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
adalab analiga kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara kuslitatif dan kemudian
disajikan secara deskriptif analisis, yaitu penyajian vang menggambarkan
peraturan perondangan-undangan yang berleku dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan prakiek pelaksanaan hukam positif yang menyangkut permasalahan
yang dianalisa.
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E. Sistematika Pepulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan
{esis, agar penulisan tegis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan
tesis ini keseluruhannya terdin dari 3 {(tiga) bab, yaitu sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengursikan mengenai latar belakang
penulisan yaog mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metede
penelitian yang digunakan dalam pemulisan tesis ini, serta pada akhir bab
diuraikan meengenai sisterpatika penulisan,

BAB 11 : Teori dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan menguraikan fentang teori-teori mengenai
WNotaris, pembuatan akia potaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempuma, sampal dengan adanya pemanggilan bagi Notaris untuk ¢i mintakan
keterangannya di hadapan polisi terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut.
BAB III: Penutup

Merupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpilan dari bab-bab

yang ada sebelummnyz yang merupakan jawaban atas permasalshan fesis
berdasarkan hasil analisis permasalahan, serta adanya beberapa saran.
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BAB I

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KETERANGAN OLEH NOTARIS
SEBAGAT SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA NOTARIS

A, Sejarsh Pengaturan Jabatan Notaris Di Indonesia

Sejarah potariat diawali tumbuh di Italia mulai abad ke X1 atau XTI yang
dikenal dengan nama “Lotinjse Notarial® yang merupakan tempat asal
berkembangnya notariat. Perkembangannya kermudian meluas ke daerah Perancis
dimana notariat ini sepanjang jebatannya merupakan suatu pengabdian vang
dilakukan kepads masyarakat umum yang kebutuban dan kegunaannya senantiasa
mendapat pengakuan dark masyarakat dan dari Negara, Dari Perancis pada frase
kedua perkebangaanya pada permuiaan abad ke XIX lembaga notariat i meluas
ke negara lain di dunia fermasuk pada nantinya twpbuh dan berkembang di
Indonesia.

Nama notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari
nama pengabdianoya vang perfama yaknl Nefgrius yang menandakan satu
golongan orang-orang yang melakukan suata bentuk pekerjaan tulis-nenulis
tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris
sekarang.

Terdapat 4 {empat) istilab notaris pada jaman Ttalia Utara:

1. Notatii : pejabat istana melakukan pekerjaan administratif

2. Tabeliones ; sekelompok orang yang melakukan pekeriaan tulis menulis,
mereks diangkat fidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan distur oleh
undang-undang tersebut;

Univorsitas indonesia
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3. Tabularii : pegawal negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan
keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya
belum membentuk sebuah bentuk akia otentik;

4. Notaris : pejabat yang membuat akta otentik.”

Setelah notariat sampai pada perkembangannya maka pada akhir abad ke
XIV terjadilah kemerosotan dibidang notariat jabatan notaris lambat laun jatuh
ketangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang uotariat hal ini
discbabkan tindakan penguass pada waktu ifu yang mepgatasnamakan materl
telah menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang yang tidak bertanggung
jawzb tanpa mengindahkan apaksh orang yang telah membeli jabatan tersebut
tidak mampu atau dengan kata lain mereka itu tidak cukup mempunyai keahlian
dibidang notariat, maka terjadilah kemerosotan dalam abad ke X1V ini.

Keberadaan lembaga notarint secara bertahap semakin dibutubkan oleh
masyarakat umumn di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sejak sebelum
Perang Dunia II, Notaris telah bersda &i Indonesia, walaopun schagian besar
berkewarganegaraan Belanda., [embaga ini fimbul dari kebutuhan dalam
pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya
mengenai hubungan hukum  keperdataan vang ada dan/atau terjadi diantara
mereka suatu lembaga dengan para pengabdiannya yang ditugaskan oleh
kekuasaan umum {openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang
mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti
tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Mulai masuk di Indonesia dengan beradanya © Oost fnd Compagnie”,
depgan Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalsh Melchior Kerchem,
sekretaris dari ¥ Colliege van Schepenen” i Jakatia, tepatnya pada tanggal 27
Agustus 1620, Beliou memiliki tugas untuk menjabat sebagai “Nofaring
Publicus™®  dalam wilayah Jakarts, dan untuk kepentingan publik di wilaysh

B Cassandra  Stephanie,, “Definisi  Notaris,”

wiki/MNotaris. hims, diakses 1 Oktober 2008, him 2,

¥ R. Sosgondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, {Jakarin:
CV. Rajawali, 1982), hln. 22,
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tersebut  untuk  membuat  akta-akta, surat-surat, dan  lain-lainnya  serta
mengeluarkan salinan-salinannya.

Sesudah pengangkatan Notards pertama oieh Gubernur Jenderal Jan
Pisterszoon Coen, maka jumlah Notaris di kota Jakarta dan di kota-kota lainnya di
Indonesia berangsur-angsur bertambah seiring dengan semakin meningkatnya
kebutuhan akan pejabat Notaris.

Tahun 1822, dikeluarkanlah Resolusi Gubernur Jenderal tangpal 7 Maret
1822 (Stb. No. 11}, yang memberikan instruksi sebanyak 34 Pasal kepada para
Notaris. Instruksi ini mengatur lebih rinei mengenai bentuk akta, otentisitas akia,
ketentuan mengenai saksi, dan larangan bagi Notarls untuk membuat akia bagi
diri Notaris sendiri maupun sanak saudaranya. '

Instruksi tahun 1822 tersebut tetap berlaku sampai dengan 38 tahup
kemudian. Tepatnya di tahun 1860 Pemerintah Belanda yang berkuasa di
Indonesia pada waktu itu meonganggap telah tiba saatnya untuk membuat
peraturan mengenal jabatan Notaris yang saat it berlakm di Negeri Belanda Yang
menetapkan Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie, pada tanggal 26 Janusri
1860 (Stb. No. 3) yang mulai berlaka pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan yang
lebih dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris ind (sclanjutnya disebut
PIN}, adapun materi pokok pengatitran dalarn PIN terbagi dalam 5 (lirsa) bab,
yaitu:

BABR1 : Tentang pelaksanaan jatatan (ambsbediening) dan daerah
wewenang dari Notaris.

BAB I : Tentang syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris dan
ientang cara pengangkatannya.

BAB 1 : Tentang akta-akta, bentuknya, tentang minuta~-minuta,
turunan-furunan {salinan-salinan) dan repertorium.

BABIV : Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akia-aktanya.

BABYV : Tentang menyimpan dan mengoper minuta-minuta,

register-register dan repertorium, dalam hal Notaris
meninggal dunia, diberhentikan dan/atan dipindahkan.

¥ Bid., hlm. 23,
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PIN yang terdiri dari 5 Bab dan 66 Pasal ini terus beraku selama 144

tahun, namun peraturan tersebut masih dirasa perlu untuk diperbaharui lagi

mengingat semakin meningkatnya proses pembangunan yang meropakan salzh
satu kebutuban hukum masyarakat, schingga tepatnya sampai dengan 6 Oktober
2004, setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris (selanjutnya disebut UUIN).
UUIN terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, adapun materi pokok yang dianir
adalzh sebagai berikut:
BABI Ketentuan Umum  : Arti Beberapa Istilah (Pasal 1)
BABI Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Bagian Pertama : Pengangkatan (Pasal 2 s/17)
Bagian Kedua : Pemberhentian (Pasal § 5/d14)
BAB Il Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan
Bagian Periama : Kewenangan (Pasal 15)
Bagian Kedua : Kewajiban (Pasal 16}
Bagian Ketiga : Larangan (Pasal 17)
BABIV Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris
Bagian Pertama : Kedudukan (Pasal 18 g4 20)
Bagian Kedua : Formast Jabatan Notaris (Pasal 21
sfd 22)
Bagian Ketiga : Pindah Wilayah Jabatan Notaris
{Pasal 23 /d 24)
BABV Cuti Notaris dan Notaris Pengganti
Bagian Pertama : Cuti Notaris {Pasal 25 s/d 32)
Bagian Kedua : Motaris Pengpanti, Notarig
Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementara Notaris (Pasal 33 s/d 35)
BAB VI Honorarium (Pasal 36 /d 37)
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BABVII

BARB VIII

BABIX

BABX
BAB X!
BAR X1
BAB XilI

14

Akia Notarig
Bagian Pertaroa : Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38 ¢/d
53)
Bagian Kedua : Grosse Akta, Salinan Akta, dan
Kutipan Akts (Pasal 54 s/d 57}
Bagian Ketipa : Pemibuatan, Penyimpanan, dan
Penyerahan Protokol Notavis (Pasal
38 s/d 65)
Pengambilan Minuta Akta den Pemanggilan Notaris
{Pasal 66)
Pengawasan
Bagian Pertama : Umum (Pasal 67 ¢/d 68) ;
Bagian Kedua : Majehis Pengawas Daerah (Pasal 69 C
sid 71
Bagian Ketiga : Majelis Pengawas Wilayah
’ {Pasal 72 s/d 75}
Bagian Keempat : Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76 ’——#
s/d 81) —

Organisasi Notaris  (Pasal 82 s/d 83)
Ketentuan Sanksi  (Pasal 83 s/d 85)
Ketentuan Peralihan  (Pasal 86 s/d 90)
Ketentuan Penutup  (Pasal 91 s/d 92)

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris vang baru, maka
Raglement op ket Notaris Ambt in Indonesie tersebut dicabut dan dinyatakan tidak

beriaku lagi,

Sejak berlaku UUIN yang baru ini, melahitkan perkembangan hukum
yang berkaifan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertarna, adanya
“perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal
15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berksitan dengan

® Indonesia, Toc.cit.
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pertanahan”. Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan untuk membuat akta
risalah lelang. Akta risalab lelang im sebelura lahirmnya Undang-undang tentang
Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Uang
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp
tahun 1960, Kewenangan lainnya adalah memberikan kewenangan lainnya yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diawr
dalam peraturan perondang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu
dicermati, dicari dan diketenmiukan olek Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi
sudah ada dalam dalam peratran perundang-undangan, dan juga kewenangan
yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian leas ini tentunya harus didukung pula oleh
peningkatan kemampuan unituk melaksanskannya, sehingga programe kegiaten
vang bertujuan unfuk mengevaluasi dan meningkatkan kKemampuan notaris
merupakan sebush tuntulan yang merupskan scbusgh keharusan  Selain
penambahan  kewepangan vyang sangat signifikan  tersebut, UUIN juga
memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh Undang-
undang Jabatan Notaris disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan in,
sebalum berlaku UUIN, yaitu PIN, adaiah meliputi kabupatenfkota, namun
berdasarkan Pasal 18 ayat {2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatapn Notaris diperimas menjadi meliputi wilayah provinsi, dengan tempat
kedudukan di kota/kabupaten.

Perkerbangan atan perubahan yang kedua adalah, masalab pelaksanaan
Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor:
M. UM.01.06-139 tanggal 08 Nopember 2004 telah melimpahkan kewenangan
untuk melaksanakan Sumpsh fabatan Notaris kepada Kepalz Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hek Asasi Manusia, sehingga Sumpah Jabatan Notaris
yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau di hadapan Kepala
Dagerah, sejak 08 Nopember 2004 sumpah jabatan Notaris dilaksanakan dihadapan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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Perkembangan atau perubahan yang ketiga, adalah Notaris dibolehkan
menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan
pasal 20 ayat (1), Hal ini dimungkinkan mengingat kondisi jumiah notaris saat ind
yang sudah mencapat 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata
(maaischap) dapat dipandang scbagai upaya efisiensi dan efektifitas kanior
Notaris dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat
dengan tetap meniaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingea menjalankan
jabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melshirkan dan
mengembangkan spesialisesi bidang hukum tertentu.

Perkembangan atau perubahan yang keempat, adalah masalah Pengawasan
Notaris. Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesual
kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tabun
2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Maielis Pengawas Notaris. Berdasarkan
Pasal §1 undang-undang tersebut, Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum daxs Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.OZPR.08.10 Tahun 2004 temtang Tata
Cara Pengangkatan Anggots, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kega, dan Tata Cara Pemeriksasn Majelis Pengawas Notaris, Maielis Pengawas
Netaris terdin atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan
Majelis Penpawas Pusat yang anggotanya terdiri <dar unsur pemerintah, unsur
organisasi Notaris dan unsur para ahli atau akademisi di bidang hukum, yang
masing-masing unsur anggotanya terdirl atas 3 (tiga) orang untuk masa jabatan 3
{tiga ) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Perkembangan atau perubahan yang kelima, adalsh Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 fentang Jabatan Notaris mengamsenatkan agar nofaris
berhimpun dalam saty wadah organisasi notaris sesual dengan pasal 82 ayat (1),
Kriteria organisasi notaris adalsh Pertama, mempunyai anggaran dasar dan
anggaran rumah tangea yang memuat ketentuan tentang fujuan organisasi, Kedua,
mempunyai daftar anggote yang salinenpya disampaikan kepada Menteri dan
Majelis Pengawas Notaris, Ketiga, berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan;

Keempat, maropu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris,
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B. Kewajiban Dan Wewenang Notaris

Jabatan notaris tidak ditempatkans di lembaga eksekutif, yudikatif ataupun
legislatif notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila ditempatkan
di salah gatu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat
dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut notaris dibarapkan untuk
memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum vang dilakukan
notaris atas permintaan kliennya, Dalam hal melakukan tindakan hukum umtok
kliennya notaris tidak boleh memihak Kliennya, karepa tugas notaris jalah untuk
fnencegah terjadinya masalah.

Menurat UUIN Pasal 1 ayat 1, “Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akia Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Yang dimaksud dengan Pejabat Umum
adalah orang yang menjalankan scbagian fungsi publik dani negars, Khususnya di
bidang hukum perdaia,

Di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan
suatu alat bukti mengenai hubungap hekum di antara mereka, R. Sugondo
mengatalkan bahwa:

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang
dengan akta-akianya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan
mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banvak
untuk zgendnwng masyarekat guna mempergunakan alat-alat pembuktian
tertulis.”

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hinggs
sekarang masih disegani. Seorang Notaris sebagai scorang pejabat fempat
sesecrang dapat meroperoloh nasihat yang bisa diandalkan. Scgala sesuatn yang
ditulis seria ditetapkannya (konstatir) adalah bepar, ia adalah pembuat dokumen
vang dalam suaiu peristiwa hukum,

7R, Sugondo, Hukum Notariat di Indenesia, (Jakaria: raja Grafindo Persada, 1993), him,
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Karena kedudukannya tersebut dalam UUJN Pasal 4 disebutkan bahwa:

. Sebelum menjalankan  jabatannya, Notaris wajib mengucapkan
sumpah/ianji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

. Sumpah/janji sebagaimana dimsksud pada ayat (1) berbunyi scbagai
berikut:

“ Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta perafizan perundang-
undangan lainnya.

bahwa saya skan menjalankan jabatan saya dengan amansh, jujur,
saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjags sikap, tinghkah laku saya, dan akan menjalankan
kewajiban saya sesual dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat,
dan tanggung jawab saya schagai Notaris.

bahwa saya gkan merahasiakan isi akia dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya,

babwa saya untul dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan
tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”’®

Scorang Notaris yang bernama AW, Voors, pada waktu masih menjadi

kandidat Notaris di Belanda, membagi pekerjaan Notaris meniadi sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, vang disebut
sebagat pekerjaan legal, dan

2. Pekerjaan  ekstralegal, yaitu pekerjasn  yang  dipercayakan
kepadanya dalam jabatan itu,’®

Yang dimaksud dengan pekerjaan legal adalah pekerjaan Notaris dalam

rangks melaksanakan sebagalan kekuvasaan pemerintah yang diembannya,
misalnya adalah untuk memberi kepastian tanggal, membuat grosse vang
mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi keterangan dalam suatu akta yang
menggantikan tanda tangan, memberi kepastian mengenai tanda tangan
seseorang. \

*indeonesia, Ps. 4,

' Tan Thong Kie, op.cit., him. 452.
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Sedangkan, pekerjagn ekstralegal adalab pekerjaan Notaris dalam rangka
menjamin dan menjaga “perlindungan kepastian hukum”. Seorang Notaris bukan
saja melindungi kepentingan para pihak tetapi juga memberikan kepercayaan oleh
Pemerintah untuk menjamin terlaksananya kepastian hulcum. Secrang Notaris
tidak hanya mengabdi kepada masgyarakat, tefapi jugas mengabdi kepada
Pemerintah. Oleh karennya, pekeriaan Notaris merupakan pekerjaan vang sangat
berharga sehingpa dalam menjalenkannya harus dilaksanakan sebaik-baiknya,
penuh kejujuran dan rasa tanggungjawab.

Dalam menjalankan fugasnya, Notaris memiliki sejumlab kewenangan
vang dilakukannya. Definisi kewepangan menurot babasa Indonesia adalah
kekuasaan untuk melakuken sesuata.”® Terkait dengan kewenangan yang dimiliki
Notaris, maka Notaris merupakan pejabat umuom yang berwenang membuat akia
otentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KU H Per vang menystakan:

“Suaty akia otentik ialsh suatn skia didalam bentuk vang ditentukan oleh
undang-undang, yang dibuat oleh atau dibadapan pegawai-pegawal umum
yang berkuasa untuk i#u ditempat dimana akta dibuatnya™

Sebagal pelaksanaan dan penjabaran pasal 1868 K.U.H.Per tersebut, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalah sebagai
berikut:

1. Notaris berwenang membuat akia olentik mengenal semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang dibaruskan oleh peraturan perundangan
danfatau yag dikhendaki oleh vang berkepentingan, untuk dinyatakan
dalarn akte otentik, menajmin kepastian tanggal pembuztan akta,
menyimpan akda, memberikan grosse, salinan dan kutipan akis, semuanya
sepanjang pembuatan akia tersebut fidak ditugaskan atau dikecualikan
kepads pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus.

b membukukan surat-surat Jdi bawah tangan dengan mendsfiar dalam
buku khusus.

c. membuat kopi dari asli surat dibawab tangan berupa salinan yang
memnat uraian sebagaimana ditglis dan digambarkan dalam surat

"Mubammad Ali, Kamus Lenghap Bahasa Indonesia Modern, (Jakana: Pustaka Amani,
19495), him. 621.
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yang bersanghkutan,

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
Membuat akta yang berhubungan dengan perianahan.

g. Membuat akta risalab lelang.

™0 e

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-udangan.

Selain memiliki kewenangan, Notaris pun memiliki scjumlah kewajiban

vang herus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris merupakan
jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa kewajiban Notaris diatur secara
seksama dan mendalam. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUIN |, dalam
menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

a.

Bertindak  jujur, seksama, mandiri, tidak berplhak dan menjaga
kepentingan pibak vang terkait dalam perbuatan hukum;

Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagal
bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris
tidak wajib menyimpan minuta akia apabila akta dibuat dalam bentuk akia
originali,

Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan
minuta akta;

Waijlb memberikan pelayanan sesuai dengan ketontuan dalam UUIN,
kecuali ada alasan untek menolaknya.

Merahasiakan segala sustu mengenai akta yang dibuataya dan segala
keterangan vang diperoleh guna pembuatan akia sesuai dengan sumpab/
janii jabatan, kecuali undempg-undang menentukan lain;

Menjilid akts vang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang
memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebib maka dapat
dijilid dalam buky lainnya, mencatat jumlah minutz akta, bulan dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;

Membuat daflar dan akta protes terhadap tidak dibayamya atau tidak
diteritanya surat berharga;

Membuat dafiar akia yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu

pembuatan akia setiap bulan;
Universitas Indonesia
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Mengirimkan daflar akta vang dimaksud atau daftar akia nihil ke Daftar
Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap
bulannya dan melaporkan k¢ majelis pengawas daecrah selambat-
lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;

Meneatat dalam repotrorinm tanggal penginiman daflar wasiat pada seiap
akhir bulan;

Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat
kedudukan yang bersanghkutan;

Membacakan akta di badapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2
(dua) orang saksi dan ditanda tengani pada saat itu juga oleh para
penghadap, saksi dan notaris;

Menerima magang calon notaris.”

Menurt G.H.S Lumban Tobing, kewenangan Notaris meliputi 4 {(empat)

hal, yaity:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat

itw, Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai umun dapat membuat
seraua jenis akta, fetapl setiap pegawal umum memiliki kewenanpan
hanys untuk membuat akin-akta tu,

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang umuk kepentingan

siapa akia itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta bagi
kepentingan setiap orang. Pasal 52 (1) UUIN disebutkan bahwa Notaris
tidak diperkenankan untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, isteri/suami
Notaris, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan
Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam paris
keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan dergjat, senia
dalam gatis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak
uptuk dig sendinl, maupun dalam suatz kedudukan ataupun dengan

PIndonesia, Ps. 16 ayat (1).
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perantara kuasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak tegadi benturan

kepentingan atau penyalahgunaan jabatan,

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu
dibual, Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnva, dan dengan
demikian Notaris hanya memiliki kewenangan di dalam ruang lingkup
daerah hukumnya.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakiu pembuatan akta itu.
Notaris tidak diperkenankan membuat akta selama ja masih cuti atau
dipecat dari jabatannya. Demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta
sebelum ia memangku jabatannya atau digmbil sumpahoya.

Dalam melaksanaken jabatannya, seorang Notaris di Indomesia juga
berpegang teguh kepada Kode Btik Jabatan Notaris, karena tanpanya harkat dan
martabat profesionalisme Notaris akan hilang sama sekali.

Kode Etik Notaris adalah selurvh kaidah moral yang ditentukan oleh
Perkumpulan Tkatan Notaris Indonesia dan yang berlaku bagl serta wajib ditaati
oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua grang yang menjalankan
tugas jabatan sebagai notaris.” Kode Etik Notaris dikeluarkan oleh Perkumpulan
Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdin semenjak tanggal 1 Juli 1908, dan
merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi sepenap
Notaris di seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil Konggres Luar Biasa INI yang diadakan di Bandung
pada tanggal 28 Jamuan 2005, Kode Etk memberikan pedoman mengenai
kewajiban dan larangan bagi para Notaris, yakni:

* Kewsitban (Pasal 3)

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris
wajib, antara [ain:

1. Memiliki moral, skhiak serta kepribadian yang baik.

2. Menghormatt dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan
Notarig

3.  Meniaga dan membela kehormatan Perkumpulan,

2 Kode Etik Notaris, Tkatan Notaris Indonesia, Ps. 1 angka 2.
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Rertindak jujur, mandirl, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabalan
Notaris.

Meningkatkan ilmo pengetabuan yang telah dimiliki tidak terbatas

pada iimu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

Mengutamakan pengabdian kepeda kepentingan masyarakat dan

Negara.

Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke Notarisan lainnya untuk

masyarakat yang tidak mrampu tanpa memungut honorariom,

Menetapkan sata kanior di tempat kedudukan dan kantor fersebut

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam

meiasksanakan fugas jabatan sehan-hari.

Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di linpkungan

kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 em, 150 cm x 60

¢m, atau 200 ¢m x 80 cm, yang memuat:

a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

b, Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan vang terakhir
sebagai Notaris;

¢. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor teleponsfax. Dasar papan nama berwarna
putih dan horuf berwarna hitarn dan tulisan di ates papan nama
harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor
tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nhama
dimaksud.

Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang

diselengparakan  oleh Perkumpulan;, menghormati, mematubi,

melaksanakan sefiap dan selurvh keputusan Perkumpulan.

Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

Membayar vang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang

meninggal.

Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium

ditetapkan Perkumpulan,
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Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan

dan penandatanganan akta yang dilakukan dikantornya, kecuali karena

alasan yang sah.

Menciptakan  Suasana  kekeluarpaan dan  kebersamaan  dalam

melaksanakan tugas jabstan dan kegiatan sehari-hari serta saling

memperlakukan rekan, sejawat secara baik, sallng menghormati,

saling mepghargai, saling membanty, serta selalu berusaha manjalin

komunikasi dan tali silafurahmi.

Memperlakukan setiap klien yang dating dengan baik, tidak

membedakan status ekonomi danfatau status sosizlmya.

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai

kewsjiban untuk ditaati dan dilaksapakan amtars lain namun tidak

terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2} UU Neomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris;

¢, Isi sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangpga Ikatan Notaris
Indonesia.”?

* larangan (Pasal 4)
Notaris dan Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris
dilarang, antara lain:

1.

Mempunyai lebih dari 1 {sate} kantor, baik kantor cabang ataupun
kantor perwakilan,

2., Memasang papan  pama dan/atau tulisan  yaog  berbunyi
“Notaris/Kantor Notaris” di jvar lingkungan kantor.
3. Meiakukan publikasi atau promosi did, balk sendiri maupun secara
bersama-sama, dengan mencantiumkan nama dan jabaiannya,
“Ihid, Ps 3.
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menggunakan sarana media cetak dan/atau elektrontk, dalam bentuk:
A, iklan;

b. ucapan sclamat;

c. ucapan belasungkawa;

d. ucapan terima kagih;

e. kegiatan pemasaran;

f. kepiatan sponsor, balk dalam bidang sosial, keagamasan maupun
olahraga.

Bekenasama dengean biro jasa/orang/Badan Hukum vang pada
hakikatnya Dbertindak scbagai perantara untuk mencari  alau
mendapatkan klien,

Menandaiangani akia yang proses pembuatan minutanya telah
dipersiapkan oleh pihak lain.

Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

Berusaha afsu berupaya dengan jalan apapun, agar sescorang
berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan
langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara
orang lain,

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-
dokumen yang telah diserahkan dan/atav melakukan tekanan
psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membust akta
padanya.

Melakukan vsaha-usaha, baik langsunp maupun tidak langsung vang
menjurns kea rah timbulnva persaingan yang tidak sehat dengan
sesama rekan Notaris,

Menetapkan honoranium yang harus dibayar oleh kiien dalam jumlah
vang lebik rendah dan  honorarium yang telah ditetapkan
perkumnpuian,

Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan
kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang
bersangkutan,
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Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang

dibuat siehnya.

Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif

dengan fujuan unmk melayani Kkepentingan suatu instansi atau

lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk
berpartisipasi.

Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut

sebagai pelanpgaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun

tidak terbatas pada pelanggaran- pelanggaran terhadap:

a. Ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomer 30 Tahun
2004 tentanp Jabatan Notans;

c. Isi sumpakh Jabatan Notaris;

d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan/atan Keputusan-keputusan lain  yang
ditetapkan oleb oraganisasi lkatan Notaris Indonesia tidak boleh
dilakukan ofeh anggota **

Berdasarkan uraian ferscbut, dapat diketahui bahwa pada hakikainya,
Notaris memiliki citra yang sangat baik, dipandang sebagi Pejabat Negara yang
tidek memihak salsh satu pibak, bertugas uniuk menjamin berlangsungnya
persturan-peraturan yang berlaku, serta memberikan jaminan pembuktian yang
kuat terhadap akta yang dibuatnya.

Oleh karena tingginya tuntutan alas tugas yang dicmban Notaris, maka
UUIN mengatur secara tegas menysbutkan bahwa pengawasan Notaris dilakukan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui wadah Majelis Pengawas
yang terbentuk dar tingkat daersh sampai tingkat pusat. Mengenai pengawasan

 fhid, Ps 6.
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terhadap Notarig tersebut diatur dalam Bab IX mulai Pasal 67 sampai dengan
Pasal 81. Majelis Pengawas dalam hal ini bertugas untuk mengawasi perilaku dan
pelaksanaan jabatan Notaris.
Berdasarkan Pasal 68, maka terdapat 3 (tiga ) strukiur Majelis Pengawas
yang terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk di Kabupaten dan Kota;
b. Majclis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di Tbukota
provinsi; dan \
¢. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota
Negara,

Adapun wewenang dan kewajiban dari masing-masing Majelis Pengawas,
diantaranya adalah:
1. Majelis Pengawas Daerah
-  Wewenang (Pasal 70):

a. menyelenggarekan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelagearan Kode Etik Notaris atau pelanggeran pelaksanaan
jabatan Notaris;

b. Menerima laporan masyarakat (termasuk Notards lain} mengenai
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran
ketentuan dajam ULUIN.

~  Kewaiiban (Pasal 71%

a. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada
Majelis Pengawas Wilaysh setemnpat, dengan tembusan kepada
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis
Pengawas Pusat;

b. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

¢. memeriksa laporan  masyarakat  terbadap Notards  den
menyampaikan hasi]l pemeriksaan tersebut kepada Majelis
Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan
tembusan  kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Qrganisasi Notaris.
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2. Majehs Pengawas Wilayah
- Wewenang (Pasal 73):

a. menyelengparakan sidang untuk memerksa dan mengambil

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui

Majelis Pengawas Wilayah;

memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

memberikan saaksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan

mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis

Pengawas Pusat berupa:

1} pemberhentian sementara 3 (figa) bulan sampai 6 (enam}
bulan; atau

2) pemberhentian dengan tidak hormat.

- Kewajiban (Pasal 73):
a. menyampaikan keputusan schbagaimana diatur dalam Pasal 73

huruf 3, buruf ¢ dan huref £ kepada Notaris yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi
Notaris; dan

b. menyampaiken pengajuan banding dar Notarls kepada Majelis

Pengawas Pusat terhadap penjatuban sanksi.

3, Majelis Pengawas Pusat
- Wewenang (Pasal 77):

2.

menyelenggarskan sidang untuk memeriksa dan  mengambil
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sankst;
memanggil Notaris terlapor untuk  dilskukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

menjatubikan sanksi pemberhentian sementara; dan

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan
tidak hormat kepada Menteri.
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- Kewajiban (Pasal 79)%
Majelis Pengawas Pusat berkewajibann menyampaikan keputusan
sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf a fembusan kepada
Menteri Pepgawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang
bersangkutan serta Organisasi Notaris.
Dengan demikian, maka seorang Notaris dituntut untuk sungguh-sungguh
di dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diterimanya, baik dari
masyarakat, maupun dari Negara, Masyarakat membutubkan seorang Notans
yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang fanda tangen dan
stempelnya memberi jaminan dan bukfi yang kuat, seorang shli yang fidak
memihak dan penasthat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta
ditetapkan adalah benar,

C. Ofentisitas Akta Notaris
Menurut R. Subekti dan R Tjitrosudibio, kata gefa merupakan bentuk
jamak dari kata aetum, suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti
perbuatan-perbuatan. ™ Abli hukum, Mr. A. Pitlo, menyebutkan bahwa akta
adalah suate surat vang ditandatengand , dibuat untuk dipakai sebagal bukti, dan
untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat it dibuat,”
Pengertian akia mennrut Piflo tersebut sama denpan yang dikemukakan
oleh Sudikno Mertokusnmo, yaitu
“Akia adalah surat yang diberi tanda tanpan, vang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, vang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”*’
Akta menurut Veegens-Oppenheirn adalah:
“ gen ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewljs te dignen” atau

B R. Subekti dan R. Tiitrosudibio, Kamus Hudum, (Jakarta ¢ Pradnya Paramita, 1990},
him. 9,

% A Pitlo, Pembultion dan Duatuvrsa, menurut Hukum K{HP Belanda, alih bahasa oleh
M. Isa, 8H, {Jakarta ; {stermasa, 19783 him. 43.

#  Sudikne Mertokusumo, Hukwn Acara Perdata Indonesia, {Jogyakarta + Liberty,
1593}, him, 120,
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diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia :

“suatu tulisan yang ditanda tangani dan dibuat uniuk dipergunakan sebagai
bukti” sedangkan “Tulisan™ (peschriff) menurnt Asser-Anema adalah:

“dragers van verstaanbare leestekens dienende om cen gedachteneenheid
te vertolker” diterjemahikan kedalam bahasa Indonesia : “pengemban tanda-tanda
baca yang mengandung artl serfa bermanfasl untuk menggambarkan suatu
pikiran®*

Suatu surat yang ditandatangani untuk dapat dikatakan sebagm suatu akta
apabila di dalamnya memuat suatu peristiwa hukum.” Dan apabila isi surat
tersebut memuat suatu peristiwa yang melangear hukum, maka surat tersebut
tidak dianggap sebagai akta, ;
Terdapsat 2 (dua} golongan akia Notaris yaitw

1. Akta vang dibuat * oleh” {(door) Notaris atau yang dinamakan “akfa

relaas” atan “akta pejabat” {ambtelifke akien), yaitu dalam akia ini
notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat
umum kesaksian dari semua apa yang dithat, disaksikan dan
dialaminya, yang dilakukan cleh pihak lamn.

Terrasuk di dalam “alfa relaas™ antara lain berfta-acara rapat para

pemegang saham dalam perseroan ferbatas, akia pencatatan budel, dan
lainnys.

2. Akia yang dibuat “di hadapan” (fen oversian) notarls atau yang
dinamekan “akia perti” (partij-akien),
Di dalam “alde parti” ini, dicantumkan secara otentik keterangan-
keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam
akta terschut.
Termasuk di dalam “akie partii” antarz lain akfa-akia yang memuat
perjanjian hibah, jual-beli, wasiat, kuasa, dan lain sebagainya,”®

Adapun perbedaan sifat dari 2 (dua) macam akia tersebut adalah:
- Akta Pgjabat masih sah dipakal sebagi alat bukii apabila ada satu atau
lebih daintara para pihak tidak menandatangani dan  Notaris

® Queyatin Lijaya, Kekuatan Bukti Sempurna akte Otentik Didalam Praktek, Makaleh,
1995,htm.1.

# Pitlo, op.cit., him. 54,
* Tobing, op.cit., him 51-52.
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menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak
menandatangani akta tersebut,

« Alta Partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihsk
tidak menandatangani akia karena hal tersebut dapat diartikan bahwa
ia tidak menyetujul perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak
menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa menulis
atau tangannmya sakit, dan atau schagainya. Alasan itu dapat
dicantumkan dengaxn jelas oleh notaris dalam akia yang bersangkutan,

Suatu surat dienggap sebagal akta, apabila memenuhi fungsi tersebut di
bawah ini:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hulaim;

2. Bebagai alat pembuktian; dan

3. Sebagai alat pembukiian satu-satunya.”’

Fungsi terpenting suatu akia adalah sebagai alat pembuktian. Pasal 1857
K. UH.Per menyebutkan bahwa “Pembuktian dengan iulisan dilakukan dengan
tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Dengan
kata lain, Pesal 1867 K.U.M Per mengacu kepada 2 (dua) macam akta yang
memmiliki fungsi sebagai alat pembuktian, vaitu akta ctentik dan akta di bawah
tangan.

Berdasarkan Pasal 1867 KU H.Per tersebut, maks dikenal 2 {dua) macam
akta, yaitu:

1. Akta Otentik (Pasal 1868 K.UH.Per)

Akta Otentik adslah suatn akia yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai unmum

yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868

K.U.H.Per).

¥ Sudikno, loc. cit.
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Bentuk yang ditentukan Undang-Undang artinya bahwa sesual dengan

ketentuan Pasal 38 UUIN yaitu :
1. Setiap akta Notaris terdiri atas:

a.
b,

.

awal akta atau kepala akta;
badan akta;
akhir atau penutup akia,

2. Awal skie atau kepala akla memuat

&

b,
c.

d.

judui akia;

nomor akis:

jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris,

3, Badan akta memuat:

a.

pama  lengkap, tempat dap tangal lahir, kewarganeparasn,
pekeriaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/ateu orang yang mercka wakili;

keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan;

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a.

b.

wraian fentang pembacaan akta;

uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta spabila ada;

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, fabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

uraian tentang tidak adanys perubaban yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uralan tentang sdanya perubaban vang dapat
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 32

Zmdonesia, Ps 28,
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Pegawal-pegawal wmum yang dimaksud adalah  Panitera, Jurusita,
Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim dan termasuk di dalamnya adalah
Notaris.
Akta Otentik sebagai alat pembuktian, memiliki 3 (tiga) kekuatan
pembuktian, yaitu:

a. Pembuktian Lahiriah, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan
dirinya sebagai akta otentik. Hal ini berarti bahwa suatn akta otentik
yang dibuat oleh pegawai umum yang berwenang, akan dianggsp
sebagal akia otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian
ini hanya dapat ditemukan pada alia otentik.

b. Pembuktian Formal, vaitu kemampuan akia untuk membuktikan
bahwa pejabat yvang bersangkuian telsh menyetakan keterangan
sebagaimana disampaikan oleh para pihak ataupun oleh pejabat dalam
menialankan jabatarmya.

¢. Pembuktian Materiil, yaitu kemampuran akta utntuk membuktikan
bahiwa isi gkt adalah suafu kebenaran yang diterima oleh para pihak
yang meminta dibuatkan akta.

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan sempurna yang memiliki
peranan penting di dalam suatw hubupgan hukum dalam kehidupan
masyarakat,
Menurut Pasal 1870 K. ULH. Per, suato akta otentik memberikan para pihak
dan shli warisnya atsu orang-orang yang meudapat hak dari mereka, suatu
bukti yang sempurns tentang apa yang termuat di dalamnya. Suatu bukt
seropurna berarti bahwa ia sudab tidak memerlukan suatu penambahan
pembukiian, karepa apa vang dituliskan didalam akta harus dipercaya
sebagal suatu kebevaran yang mengikat para pihak di dalamnya, sampal
kebenaran tersebut dibuktikan sebaliknya.

Sebagaimana dimaksud oleh G.H.S, Lumban Tobing yang menyatakan

bahwa kesaksian tertulis atau lisan sekalipun dari Notaris yang mermuat

akta, tidak dapat menghilangkan kesalahan atau kekurangan yang ada pada
akta. Karena, setelah suatu akta dibaca dan ditandatangani, maka akta
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telah memiliki kekuatan otentik, artinya bahwa apa yang dituliskan di
dalam akta adalah benar adanya sampai dibuktikan kebalikannya.

2. Akta di bawah tangan (Pasal 1874 K.U.H Per)
Akta di bawah tangan adalah akia yang sengsia dibuat sebagai alat bukti
oleb para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Sebagai alat
pembuktian, akta di bawah tangan hanys memilild kekvatan pembukiian
formal dan materiil, vaitu bahwa alda sungguh-sungguh dibuat oleh para
pihak, dan memuat keterangan yang benar dan karenanya mengikat para
pihak di dalamnya.
Uniuk menentukan akia Notaris yvang mempunyai kckuatsn pembukiian
sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika
Notaris melakukan pelanggaran, maka akia yang bersangkutan
termasuk akta yang mempunyal kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah fangan,

2. Jika tidak disebutkan dengan fegas dalam pasal yvang bersangkutan
sebagai akita yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagain akia di
bawah tangan, maka pasal lainoya yang diketegorikan melanggar
menurut Pasal 84 UUIN, termasuk ke dalam gkia batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notarls yang mempunyai
kekuatan pembukiian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas
dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam
pasal vang bersangkutan termasuk sebagai akia menjadi batal demi hukum,

Memuut Komar Andasasmita, perbedaan antara kekuatan pembuktian akta

otentik dengan kekuatan pembuktian akia di bawah tangan adalah babwa akta
otentik dengan sendirinya mempunyal kekuatan pembuktian, baik secam formal
matpun matedil. Sedangkan akia di bawah tangan baru memiliki kekuatan
pembuktian materiil setelah para pihak yang bersengkutan mengakui akan
kebenaran isi dan cara dibuatnya akta ita.
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Menurut G.H.S Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik
dan akta dibawah tangan adalah:

a. Akta Otentik memiliki tanggal vang pasti, sedangkan mengenai tanggal
dari akta di bawsh taogan tidak selalu demikian,

b. Grosse dari akia otentik dalam beberapz hal memiliki kekuatan
eksekutorial, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
eksekutonial.

¢. Akta di bawah tangan lebib besar kemungkinan hilangnys dacipada Akia
Otentik *

Ctentisitas daxi isi akia hanya membulktikan bahwa para pihak benar telah
menerangkan kepada Notaris seperti yang fermuat di dalam akta tersebut. Apabila
timbul kemungkinan bahwa apa vang diterangkan oleh para pibak kepada Notaris
untuk dituangkan dalam akis tidak benar/mengandung suatu kebohongan, maka
hal i tidak menpghilangkan otentisites akta, walaupun perbuatan hukum yang
terdapat di dalam is1 akia menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh
karepna itu, tanggung jawab Notaris hanyalah sebatas menjamin ferpenuhinya
syarat otentisitas akts, tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran
ist akta yang dikonstatirnya.

Menurat G.H.S Lumban Tobing, vang pasti otentisilas akta terhadap pihak lain
adalah:

~ Tanggal dari Akis;

- Tandatanpgan para pihak yang terdapat pada akiz;

- Identitas dari para pihak yang hadir;

- Bahwa apa yang tercantum dalam akia adalah sesuai dengan apa yang
diterangkan oleh para pihak kepada Notaris untuk dicantomkan
didalam akta.™

Pelanggarap yang dibuat Notaris techadap kewenangan yang dimilikinya,
skan mengakibatkan akfa Nolaris kehilangan otentisitasnya, schingga akta hanya

* Tobing, op.cit., him.54.
3 Ibid, him. 53.

Univarsiiss indonesia

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



36

akan memiliki kekuvatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi
hukum.

Dalam Pasal 84 UUJIN ditentukan ada 2 (dua) sanksi perdata, jika Notans

melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

*

Pasal 16 (1) huruf i vaitu Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta
vang berkensan dengan wasiat menorut prutan waktn pembuatan akda
setiap bulan atau daftar nihil yang berkenasn dengan wasiat ke Daftar

Pusat Wasiat Diepartemen yang tugas dan tanggungjawabnyay di bidang

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggy pertama setiap bulan

berikutnya:

Pasal 16 {1} muruf k yaitu Notaris berkewaiiban mempunyai cap/stempel

yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang vang

melingkarinya dituliskan pama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

Pasal 41 yaitu apabila keteptuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak

dipenuhi, adapun Pasal 39 berbuayi

1. Penghadap harus memenubi syarat sebagai berikut:

b. paling sedikit berumur 18 tabun {delapan belas) tshun atau telah
menikah, dan
c. cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh 2 {dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18
(delapan belag) tshun atau telah smenikah dan cakap melakukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 {dua) penghadap lainnya.

3. Pengenalan scbagaimana dimaksud pada ayat (2} dinyatakan secara
tegas dalam akia.

« Pasal 40 berbunyi:

1. Setiap akta yang dibacakan ¢leh Notaris dihadiri paling sedikit 2 {dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentokan lain.

2. Saksi sebagimana dimakasud pada ayat (1) harus memenuld svarat
sebagai berikut:
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a. paling sedikit berumur 18 (delepan belas) tabun atau telah
menikah;

cakap melakukan perbuoatan hukor;

mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

8 & & o

tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hobungan darah
dalam paris lurus ke atas atau kebawab tanpa pembatasan derajat
dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengen Wotaris
atan para pihak,

3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris
atau diperkenalkan kepada Notaris atan diterangkan {entang identitas
dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

4. Pengenalan atau penveriaan tentang idenfites dan kewenangan saksi
dinyatakan secara fegas dalam akfa.

* Pasal 44 yaity

1. Segera seielah akia dibacakan, akia terscbut ditandatangani oleh setiap
penghadap, saksi dan Notans, kecuali apabila ada penghadap vang
tidak dapat membububkan tanda tangan dengan menyebutkan
alasannya.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinvatakan secara tegas
dalam akia.

3. Akta sebngaimana dimaksud dalam Passl 43 ayat (3) ditandatangani
oleh penghadap, Notans, saksi, dan penerjemah resmi.

4. Pembacaan, pencyjemahan atau penjelasan dan penandatanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3} dan Pasal 43 ayat
{2}, ayat (3), dan ayat (J) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
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Pagal 48 vaitu

1.

Isi akia tdak boleh diubah atau diitambah, baik berupa penulisan
tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya
dengan yang lain,

Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atan pencoratan
dalam akis hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atan diberi
tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49 yaitu

1.
2.

Setiap perubahan atas ekta dibuat di sist kiri akta.

Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan
fersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akia, dengan
meminjuk bagian yang dirubah ataw dengan menyisipkan lembar
tambahan.

Perubaban vang dilakukan tanpa menunjuk bapgian yang diubah
mengakibatkan perubahan tersebut batal,

Pasal 50 yait

1.

Apabila dalam akta perln dilakukan pencoretan kata, hurui, atau angka,
hal tersebut dilakukan dernikian rupa sehiogga tetap dapat dibaca
Sesual dengan yang fercantum semuda, dan jumich kata, huruf, atsu
angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akia.

Pencoretan sebagaimana dimsksud pada avat {1) dinyatskan sah
setelah diparaf atau diberi tanda pengesaban Iain oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.

Apabila teriadi perubshan lain terbadap perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perubahan #tu dilakukan pada sisi akia sesuai
dengan kefentuan dalam Pasal 49.

Pada penutup setiap akta dinyatakan jumish perubahan, pencoretan,
dan penambahan.
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Pasal 51 yaitu

L

Notarls berwenang uniuk membetulkan kesalahan tulisan dan/atau
kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akia yang telah
ditandatangani.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan
membusat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut
pada Minuta Akia asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akia
berita acara pembetulan.

Salinan akta berila acara scbagaimana dimaksud pada ayat {2) wajib
disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52 yaitu
1. Notans tidak diperkenankan membuat akta uniuk diri sendird,

istri/suami, atan orang leip yang mempunyat hubungen kekeluargaan
dengan Nofaris baik karepa perkawinan maupun hubungan darah
dalam garis keturunan ke bawah danfatau ke atas tanps pembatasan
derajatl, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga,
serta menjadi pihak untuk diri sendini, maupun dalam svatu kedudukan,
ataupon dengan perantara kussa,

Keteniuan sebagaimanan dimaksed pada ayat (1) tidak berlake apabila
orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi
penghadap dalam penjualan di muka umum, sepaniang penjualan ita
dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau
pemborongan woum, atan menjadi anggota rapat yang risalabnya
dibuat oleh Notaris.

Yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyal kekustan pembuktian
sebagai akta di bawsh fangan atau suatu akis vang menjadi batal demi
hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kervgian uniuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.*

PIndonesia Ps, §4.
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Pelanggaran terhadap bentuk akta Notaris juga dapat mengakibatkan
hilangnya otentisitas akia. Salah sat syarat otentisitas dari suatu akia Notaris
yang ditentukan dalam Pasal 1868 X.U.H.Per yaitu bahwa akia tersebut harns
dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud
undang-undang tersebut adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
Jabatan Notaris,

Akta Notariz yang kehilapgan otentisitasnyz memiliki 3 (tiga)
kemungkinan akibat hukum yang berbeda, yaitu:

- Batal demi hulcan (van rechiswegeniefig);

- Dapat dibatalkan (vernietighaar);

- Akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukom (buiten effect stellen).

Bak putussn batal demi hukam maupun putusan dapat dibatalkan,
keduanya barn diperoleh setelah dipufoskan oleh Hakim. Perbedaannya terletak
pada kapan pembatalan tersebut berlaku. Putusan dapat dibatalken baru  berlakn
sejak putusan Hakim mempunyai kekoatan hukum berlaku mundur yaitu sejak
akta dibnat atau dianggap tidak pernah ada karena sejak semua telul batal demi
hukum, ‘

Sedangkan, akia Notaris yang dinyatakas oleh Pengadilan tidak
mempunyai kekuatan hukum terjadi apabila akta tersebut tidak mengandung
kesalahan secara formal, melainkan mengandung kesalahan materil.

Suatu akta Notaris yang dinyatskan dapat dibatalkan atau batal demi
hukum oleh Pengadilan, tidak selalu diakibatikan oleh karena kesalahan Notaris,
sehinpgga perlu diketahui kriteria pelanggarac yang bagaimana vang dapat
dimintakan pertanggungiawaban kepada Notaris sebagai pejabat wmum vang
berwenang membuat akia otentik.

Pembatalan yang terhadap akta Notarig dapat menimbulkan akibat yang
bervariast kepada pihak yang akan ada di dalamnya, yaitu:

a. Akta Notaris batal (hilang otentisitas akta) dan tindakan hukum yang
terkandung di dalamnya ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan
hukum yang oleh undang-undang diwajibkan untuk ditvangkan dalam
suatu akta otentik, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).
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b. Akia Notaris batal (hilang otentisitas akta), tapi perbuastan hukum di
dalamnya tidak ikot batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang
tidak diwaiibkan oleh undang-ondang untuk dituanpgkan ke dalam suaty
akta otentlk, tapi pars pihak menghendaki agar perbuatan hukum
mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, agar dapat
diperoleh suatu pembuktian yang sempurna.

¢. Akta Notaris tidak batal (tetap otfentik), tapi perbuatan hukum di
dalamnya batal. Hal ini terjadi apabila akta tersebut secara formal tidak
cacat, tetapl yang membatalkan adalah perbuatan hukum di dalamnya.

Dalarm hal suatu perbuatan hukum oleh undanpg-undang tidak diwajibkan
untuk dituangkan dalam suatn akta otentik, dam akita tersebut kehilangan
otentisitasnya karena fidek terpenvhinya syarat formal, akta tersebut tetap
berfungsi sebagal akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh
para pihak. Sepanjang pervbahan status tersebut tidak memimbulkan kerugian,
Notaris yang bersangkutan fidak dapat ditunthut.

Menurut ketentuan pasal 1365 K.U.H Per Notaris dapat bertenggungjawab
terhadap zkiz yang dibuainya apabila akia yang dibuatmya fersebut memcbawa
kerugian bagi para pihak yang meminfa dibuatkan akfa, termasuk penerima
haknya serta akia tersebut menjadi bermasalah karena disebablkan oleh kesalahan
Notaris sendiri.

D.  Kehadiran Notaris Schagai Saksi Dalam Proses Perkara Penpadilan

Terkait Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya

Tugas utama seorang Notaris adalab ontuk membuat akta otentik. Dengan
demikian, notaris memiliki kewajiban untuk menjamin otentisitas akta yang
dibuat olch atau di hadapannya.

Otentisitas suatu akta fercipta apabila syarat-syarat formal yang ditentukan
oleh undang-undang terpenuhi, Walaupun suafu akta telsh dibuvat sebagai akta
otentik oleh Notaris tak jarang dalam prakteknya terjadi gugatan terhadap akta
yang dibuat di hadapan Notaris tersebu,

Dalam suatu proses perkara pengadilan, salah satu tugas hakim adalab

untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yvang menjadi dasar gugatan
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benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti
apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suate perkara. Apabila
penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar
gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatan
akan dikabulkan.

Pembuktian mengenal suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan
hukum adalah suate cars untuk meyakinkan hakim zkan kebeparan-kebanaran
dalil-dali]l yang menjadi dasar gugatan, Didalam menjatultkan beban pembuktian,
hakim bharus bertindak arif dan bijaksana, serts harus bersikap adil dan tidak
memihak.

Dalam  perkara perdata hokum pembuktannya berpedoman pada
K.U.HPer. Pasal 1866 K.U.H . Per dan Pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa
alat-alat bukis terdiri atas:

a) bukii surat/tulisan;

b) bukti saksi;

¢) persangkaan-persangkaan;

d) pengakuan;

¢} sumpah.

Akan tetapi dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang
scring digunakan yaitu “pengetshuan hakim”. Yang dimaksud pengetahuan hakim
adalah hal atau keadaan yang diketzhui sendin oleh hakim dalam sidang.

Menyangkut pengetahuan hakim tersebut, Mahkamash Agung dengan
keputusannya tertanggal 10 april 1957 No. 213 K/Sip/1955 telah memberi
pendapatnya sebagai berikut:

“Hakim-hakim berdasarkan Pasal 138 ayat (1) bersambung dengan Pasal
184 HIR tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang
penglihatan hakim pada sustu tandatangan di dalam sidang boleh dipakai
hakim itu sebagai pengetabuan sendiri di dalam usaha pembuktian”

%% Retnowulan Sutantic dan Iskendar Qeripkartawineta, Hukwm Acara Perdata detam
teori dan prakiek, (Bsndung: CV. Mandar Maju, 2005), him, §1,
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a). Bukti Surat
Dalam hukum zcara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat, yaita:
1. Surat biasa;
2. Akta otentik;
3. Akta di bawah tangan.”’

Pasal 165 HIR menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat {akta)
yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai
umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti vang cuokup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang vang mendapat hak daripadanya
tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga ientang vang ada
dalam surat jtu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika
yang diberitahukan ite berbubungan langsung dengan peribal pada surat (akta) itu.
Sedangkan dalam penjelasannya vang dimaksud dengan “Akta™ adalah surat, yang
ditandatangani, berisi perbuatan hokum.,

Menurut Pasal 165 HIR, disebutkan bahwa akia otentik merupakan bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta pihak lain yang
mendapat hak dari akta tersebut, tentang segala hak yang disebut dalam akta. Isi
dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat
dibuktikan,

Akia di bawah tangan juga mempunyai kekuatan bukil seperti akta ofentik,
apabila diakui oleh pihak terhadap siapa akia di bawah tangan tersebut dipakai
sebagai alat bukti.

Ada beberapa tulisan yang bukan akta yang oleh undang-undang
ditelapkan sebagai alat bukil yang mengikat, sebagaimana yang disebut dalam
Pasal 1881 ayat (1} sub ! dan 2 serta Pasal 1883 K.U.H.Per, yaita:

1. Surat-gurat yvang dengan tegas menyebuikan tentang suatu pembayaran
yang telah diterima;

2. Surat-surat yang dengan tepas menyebutkan bahwa catatan yang telah
dibuat adalah untuk memperbaiki svatu kekurangan di dalam sesvatu alas

Y thid, him, 64,
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hak bagi seorang untuk keuntungsn siapa surat itu menyebutkan suatu
penikatan;

3. Catatan-cstatan yvang oleh seorang berpiutang dibububkan pada suatu alas
hak yang sclama dipegangnya, hares dipercayai, biarpun tidak
ditandatangani maupun diberikan tanpgal, iika apa yang ditulis itv
merupakan suatu pembebasan {erhadap si berutang;

4. Catatan-cataton yang oleh si berpiutang dibububkan kepada salinan dari
suatu alas hak atan suatu tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda
pembayarsn int berada dalam pemegangan si beruiang.

b) Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek disebut kesaksian. Dalam hukum
acara perdata perabuktian dengan saksi sangat penting. Sakst dapat menerangkan
apa yang di lihat, di dengar atav di rasakan sendiz, dan tiap-tiap kesaksian harus
diserta: alasap-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetabui hal-hal
yang diterangkan olehnya.

Tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, Pasal 169 HIR dan
Pasal 1905 KUHPer menyatakan babwa kelerangan seorang saksi sajs, tanpa
suatu alat bukii Jain, di nwka pengadilan tidak boleh dipercaya, Hal ini
mengandung  pengertian  vaitu mepgharuskan fiap-tiap peristiwa atau  hak
dibuktikan dengan lebib dari seorang saksi, seorang saksi tanpa ada alat bukti lain
adalah tidak cukup. Hal ini juga dapat disebut dengan wnus festis nullus tesiis
yang artinya seorang saksi bukan saksi,

Menurut Pasal 145 HiR/Pasal 1909 KUHPer, yang dapat mengundurkan
dirf untuk memberi kesaksian adalahy;

1. saudars laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari
salah satu pikak;

2. keluarga sedarah menurt keturunan yvang hurus dan saudara laki-laki dan
perempuan daxi [aki atau isteri salah satu pihak;

3. semua orang vang karena kedudukan pekerjean atas jabatan vang sah,
diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya mengenai
hal demikian yang dipercayakan kepadanya.
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¢} Persangkasn

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sulit untuk mendapatkan
saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendirl, maka peristiwa hukumn
yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktkannya dengan persangkaan-
persangkaan.

Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau
oleh hakim ditariknya dari sustu peristive yang terkenal atan dianggap terbukli
dengan mans diketahui adanys suatu peristiwa belum ferbukti. Yang menark
kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang **

Persangkaan menurut undang-undang jalah persangkaan vang berdasarkan
suafu  ketentnan khosus wmdang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-
perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu:

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semate-mata
demi sifat dan wjudnya dianggap telab dilakukan untuk menvelundupi
suatu ketentuan undang-undang;

2. Hal-ha! dimana oleh undang-undang diferangkan bahwa hak milik atau
pembebasan utang disimpulkan dati keadaan-keadaan tertenty;

3, Kekuatan yang olech undang-undang diberikan kepada suetu keputusan
hakim yang telah mempercleh kekustan mutiak;

4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau
kepada sumpah salah satu pihak.”

d) Penpakuan
Pengakuan merupakan keterangsn, baik tertulis mevpun lisan, yang
membenarkan peristiwa, hak atsu hubungan hukum yang dikemukakan pihak
lawan. Ada 2 (dua) macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata:
1. Pengakuan yang dilakukan &i depan persidangan;
2. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

H rhid., hlm 77,
*? Ritab Undng-Undang Hukum Perdats, op.eit., him. 484,
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Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunvai kekuatan bukti yag
sempurna, sedangkan mengenal pengakuan di luar sidang perihal penilaian
terhadap kekuatan pembukiannya, discrahkan kepada kebijaksanaan hakim
untuk memberikan kekuatan pembuktian, atau hanya menganggap sebagai
bukti permulaan.

&) Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah sustu pernyatzan vang khimat vang
diucapkan pada waktu memben: keterangan dengan mengingat akan sifat Maha
Kuasa Tuhan dan percaya bahwa giapa yang memberi keterangan yang tidak
benar akan dibhukum-Nya. Jika pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang
bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.*

Dajam hokum acara perdata terdapat 2 {dua) macam sumpah yang
dibebankan, yaitu:

1, Sumpah Penambah (Suppirivire ecd)

Sumpah penasmbah adalgh sumpab yang diperintabikan oleh hakim karena

jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara unfuk menambah

{melengkapl) pernbukiian peristiwa yang belum lengkap.

Jadi sumpah pepambahan hanya dapat diperintabkan oleh hakim kepada

salah safu pihak yang berperkara yaitu apabila sudah ada permulaan

pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti Izin,

2. Sumpsah Pemuotus (decisaireg ezd)

Sumpsah penambahan adalah termasuk  kebijaksanaan hakim yang

memeriksa tentang duduk  perkara. Dalam hal ini yang harus

dipertimbangkan oleh hakim ialah, pilk manakah yang dengan sumpab

penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara,

Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah diveapkan oleh salah satu
pihak yang berperkara pada saat memberikan keterangan mengenai perkaranva.
Oleh karepa itw menmurut Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya sumpah bukaniah

* Sudikno, op.cit, him, 136.
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sebagai alat bukti, sedangkan yang dijadikan alat bukti adalah dikuatkan dengan
sumpah.*!
Dalam pasal 66 ULIIN ditentukan bahwa:

1. Untukk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Dacrah berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta akta atan Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatmya atau Protokol Notaris vang berada dalam
penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minute Akta atau sumatsurat schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf a, dibuat berita acara penyerahan,

Dengan demikian berari undang-undang mengatur dapat tidaknya seorang
Notaris untuk hadir sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan,

Hal tersebut diperiegas berdasarkan wawancara dengan Bapak | Gust
Npurah Putra Wijaya, 8.H., M.Kn (MPW Propinsi Bali), yaitu kehadiran Notaris
schagai saksi dalam proses perkara perdata yang terkait dengan akta yang dibuat
di hadapannya telah sesuai dengan bokum apabila telah mendapat persetufuan dari
Majelis Pengawas Daerah, Dikatakan pula, bahwa kehadiran Nopians dslam
perkara perdata bukan merupakan suata keharusan, dimana Notaris dapat menolak
wntuk hadir, karena menvrut ketersngan belian bahwa untuk kepentingan proses
perkara perdata akia notaris sudah merupakan bukt yang otentik dan merupakan
bukti yang utama. Hal ini juga terkait dengan sumpah jabatan yang diemban
Notaris, yaitu Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang
dicantumkan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukan scbagal Notaris,
sekalipun itu tHidak dicantumkan dalam akta-akianya. Berbeda halnya di dalam
perkara pidana seorang yang melakukan svatu tindak pidana selalu menghindari
adanya bukli, sehinggz bukli tersebutl barus dicari dari keferangan orang-orang
yang secara kebetulan melihat, mendenpar ztau mengalami kejadian yang
merupakan tindak pidana tersebut {Wawancara tanggal 30 Maret 2009).

' Wirjono Prodjodikoro, Mukum Acara Perdata di Indonesia, {Bandung: Sumur
Bandung, 1975), him. 122,
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Akan (etapi apabila dengan bukti surat tersebut dirasa belum cukup dapat
membuktikan maka pihak berwaiib dapat meminta keterangan dari Notaris, hal ini
dipertegas berdasarkan ketentuan Majelis Penpawas Pusat Notaris Departernen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor : C- MPPN. 43 10-15 tentang
Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim, antarg lain menyatakan pemanggilan Notaris adalah
untuk membantu menemukan fakia hukum yang mempunyai penganuh penting
dalam proses peradilan

(Jleh Bapak [ Gusti Nguesh Putra Wijaya, 8.H., M Xa ditambahkan pula
apabila oleb MPD mengharuskan untuk hedir sebagai saksi samun menurut
pertimbangan Notaris tidak perlu onatuk badir, reaka Notaris tidak perlu untak
menghadiri proses perkara pengadilan tersebut, namun cukup memberikan
pernyataan secara tertulis yang tertujn pada hakim yang menangani perkera
tersebut. Dimana pernyataan tersebut di dalamnya memuat mengenai pernyataan
balwa apa yang tercanturn dalam akia notaris tersebut adalah benar, (Wawancara
tanggal 30 Maret 2009).

E. Akibat Hokum Pemberian Keterangan Oleh Notaris Dalam Perkara
Pengadilan Terhadap Kekuatsn Akta Otentik Yang Dibuat Oleh
Notaris

Menurut peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa seorang Notaris
diberikan hak ingkar. Hak Ingkar menipakan terjemahan darl verschoningsorecht
yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan scbagat
saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.® Hak
ini merupakan suaty pengecualian dari hak umum bahwa setiap orang yang
dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian mu. Hal ini jugs selaras
dengan ketentnan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal YUD 1943,

“? Majells Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manvsia Republik
Indonesia, “Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris”, Remvei {Gktober:
2005} 63,

“ (G.H.S. Lumban Tobing, Hak Ingker (Verschoninpsrecht) dari Notaris dan Hubung-
annya dangan K.ULH.A P, makalah Media, Notariat, Ikatan Notaric Indonesia, 1592, him, 114,
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vang menyebutkan bahwa: “Segala warga Negara bersama dengan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintehan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bebelum adanya UUIN yang merupakan pembaharuan dari Reglemens op
Het Notaris Ambt in Indonesia Stbl. 1860:3 (Peraturan Jabatan Notaris}, vang
mengatur mengenal rabasia jabatan Notaris adalah Pasal 48 PIN yaitu menystakan
bahwa dengan pengecualian dalam hal-hal yang distur dalam peraturan-peraturan
umm, para Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau
kutipan, juga tidsk diperbolebkan upbik memperlihatkan atan memberitahukan
isi-isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang vang langsung berkepentingan,
para ghli waris atau penenma hak mereks, dengan ancaman dikenakan denda Rp.
100,~ sampai Rp. 200,- dan dalamy hal pelanggaran terulang, dengan ancaman
dipecat dari jabatan mercka sclama tiga sampai enam bulan, semua dengan tidak
mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.”

Sedanpkan dalam UUJN disebutkan bahwa notaris sebelom menjalankan
jabatannya, wajib mengucapkan sunpah/ janji menurut agamanya di badapan
Menteri atau pejabat yang ditonjuk.**

Sumpaly janii tersebut berbumyd:

* Saya bersurnpah/begjani:

bahwa saya akan petub dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila dan Usndang-lindang Dasar Republik Indonesia Tahun 19453,
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-
undangan lainnya,

bahwa sava azkan menjalankan jabatan says dengan amansh  juiur,
saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan
kewsjiban saya zesual dengan kode etik profesi, kchormatan, martabat,
dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwe saye akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat daam jabatan ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan
tidak akan membrerikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”™*

* Indenesia, op.¢it., ps. 4 (1),
B 16id., ps. 4 (2).
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Dalam sumpah jabatap Notaris menyatakan, bshwa Notaris beganii di
bawah sumpah untuk merahasiakan ist akia dan keterangan yang diperoleh. Pasal
16 ayat {1) huruf (&) UUIN, menyatakan bahwe dalam menjalankan jabatannya,
Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan
segala keterangan yeng diperoleh guna pembuatan akia sesual dengan
sumpahfjanji  jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Didalam
penjelasannya pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan akis dan surat-surat laionya adalsh
unfuk melindungi kepentingan semua pibak yaog terkait dengan akia tersebut.

Notaris berkewsjiban untuk merabasiakan isi aktanya, bahkan Notars
wajib merahasiakan semua keterangan mulai dar persiapan pembuaten akia
hingga selesainya pembuatan suatu akta. Jabatan-jabatan Jain yang harus juga
merahasigkan yang berhubungan dengen pekerjaan selain Notaris, antara lain
yaitu Dokter. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara pengadilan, dapat
menggunakan haknya untuk mengundurkan dinl sebagas saksi.

WNotaris adalah jabatan kepercaysan dan untuk kepentingan masgyarakat,
dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan suatu kepadanya. Sebagai
seorang kepercayaan, Notaris berkewsiiban untuk meerahasiakan semua apa yang
diberitahukan kepadanya dalam jabatanpys sebagai Notaris, sckalipun ada
sebaglan tidak dicantumkan dalam akta,

Dalam pembuatan akta, jika Notans telab sclesai membuat akta maka
selesailah tugasnya. Jika dikemudian timbul sengketa maka bukan lagi menjadi
wewenang Notaris, karena Notaris banya berfangoungjawab atas kebenaran formil
yang telah diberikan oleh para pihak. Notaris fidak bertapggung jawab atas
kebenaran hal-hal yang dikemukakan penghadap karcpa tugas Notaris dalam
proses pembuatan akta adalzh mencatat atau menuliskan keterangan — keterangan
atau hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan penghadap. Apabila Notads
dalam proses pernbuatan akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam UUIN dan peratwran perundang-undangan lainnys, maka notaris
bertanggung jawab terbatas pada masa jabatannya, sehingga tidak perlu menjadi
saksi dipersidangan untuk membuktikan keabsahan akta yang dibuainya karena
akta notaris merupakan akia otentik,
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Menurut Bapak I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H, Mkn (MPW Propinsi
Bali), dalam hal akia Notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan terkait
dengan akta vang diboat scorang Notaris, lebih {epainya memanggil dan
menghadirkan Notarls yang membuat akta terscbut sebagai saksi ahli. Kehadiran
Notaris yang dijadikan bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa
melainkan saksi ahli yang akan menerangkan tentang aps yang saksi ketahui
menurut keashlian saksi, berksitan dengan prosedur baku terbitmya sebuah akta
Notaris. (Wawanoara tangpal 31 Maret 2009),

Menurut Peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah
keterangan ahli, Pasal 154 HIR menyatakan bahwa apabila pengadilan
berpendapat suatu perkara periu dijelaskan seorang ahli, baik atas permintaan
hakim karepa jabatannya maupun atas permintzan salah satn pihak veng
berperkara, dapat menunjuk seoreng ahli untuk memberikan keterangan dari sudut
pandang keahliannya.

Dalam Nota Kesepshaman antara QOrganisasi Profesi Notaris (Tkatan
Notaris Indonesia) dengan kepolisian Republik Indonesia tentang Pembinzan dan
Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan hukum. Di dalam bab II
berkaitan dengan pelaksanaan pemanggilan Notaris berkaitan dengan pemeriksaan
oleh penyidik kepada Notaris serta tata cara penyitaan akta Notatis, pasal 2
menyatgkan bahwa:

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.

2. Pemanggilan Notaris dilakukan seielah penyidik  memperoleh
persetujuan dan majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinasn
dan pengawasan.

3. Sumat pemanggilan harus jelas mencantumbkan glasap pemanggilap,
status yang dipanggil (sebagai saksi afau tersangka), wakfu dan
tempat, gerta pelaksanaannya tepat waktu,

4. Sumt Pemanggilan diberikan selambat-lambatnys 3 (tigs) hari
sebelumnya atsupun fenggang wakiu 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat pemanggilan tersebut sebagaimana yang
tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notatis yang
dipangpil gupa mengumpulkan data-data/ bahan-baban yang
diperiukan,
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5. Denpan adanya Surat Pemanggilan yang sah menuret hukum, maka
Notaris wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana
diatur dalam Pasal 112 ayat (2} KUHAP.

6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum
tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat
dating kekantor/tempat kediaman Notaris vang dipanggil untuk
melakukan Wm&ksaan sebagaimana digtur dalam Pasal 113
KUHAP

Kewajiban memberikan kesaksian bagi Notaris adalah bersifat fakualtatif,
artinya hal it tergantung dari penilaian dari potaris itu sendirt dan karenanyz ia
dapat menolak untuk memberikan keterangap-keterangan mengenal segala
sesuatu yang menyangkut tentang aktanya.

Dengan pemberian keterangan oleh notans di dalam proses perkars
pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum atas kekuatan pembuktian akta
otentik, akan tetapi dapat berakibat hukum menjadi akta dibawah tangan ateu akta
meniadi batal demi hukum apabile terdapat pelanggaran terhadap akia notaris
yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya,
dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada notaris.

Adapun pelanpgaran yang dimsksud adaleh sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 84 vaitu “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris
terbadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1} hurof i, Pasal
16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan
Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta di bawah tangan atan suatu akta menjadi
batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian nntuk
memmbst penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”. Sebagaimana
diuraikan pada penjelasan pasal 85 UUIN bahwa sanksi yang dikenakan kepada
Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengpanti Khusus, dan
Pejabat Sermentara Notaris.

Dan ketentuan Pasal 85 UUIN yang menyataken bahwa “pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huraf a, Pasal
16 ayat {1} lnruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf ¢, Pasal 16 ayat (1) huruf ¢, Pasal 16

 Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik fndonesia dengan Ikatan Notaris
Indoresia No. Pol. 1 B/I0S6/ V2006 Nomor : SEMQOU/PP-INI/Y/2008 Tentang Pembinaan dan
Peningkatun Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.
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ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) f, Pasal 16 ayat (1} huruf g, Pasal 16 ayat (1)
huruf h , Pasal 16 ayat (1) huraf [, Pasal 16 ayat (1) huruf }, Pasal 16 ayat (1}
huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal
59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa:

4. teguran lisan;

k. feguran tertulis;

¢. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat”.*

F. Tinjauan Kasus

Perkara perdata pada Pengadilen tinpkat pertama, perkara antara Ketut
Wirta (Penggugat) melawan Aoni Blina (Tergugat).*®
8. Kasus Posisi

Penggugat menggugat tergugat dengan dalil bahwa tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hak sehubungan dengan perikatan jual bel
sebidang tangh seluas 624 m’ dengan Sertifikat Hak Milik No. 345 Desa Temukus
atas nama Ketut Wirla, dengan mana penggugat membeli tanah tersebut
berdasarkan akta jual beli No. 53/2008 tanggal 28 Pebruari 2005 dari orang yang
bernama Ketut Santi (sebagal penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari
tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris Made Sumadnyanz, SH. Akan fetapi

sampai dengan proses peralihan pemegang hak dalam sertifikat semula atas nama

7 tndonesiz, Ps. 85.

“®Safinan Resmi Putusan Perkara Perdats Nomor 08/PDT.GZZ007/PN. SGR, yang
dikeiuarkann oleh Pengaditan Megeri Singaraja, Bali | Untuk tinjasan kasus perdata ini yang
dimnbi adaleh potusan pengadilan tiegkat pertama, karena sesuai dengan fujuan penulisan tesis
yaitu untuk melibat bagaimanakah akibat hukum etas pemberian keterangan yang diberikan
Nuotaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta otentik yang diboatya,
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Anni Elida (tergugat) menjadi atas nama Ketut Wirta (penggugat), penggugat
belum bisa menempati tanah sengketia karena Tergugat tidsk mau menyerahkan
dan tidak mau pindah dari 1anah tersebut tanpa alasan yang sah.

Karena pengpugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini
berdasarkan alat bukti surat-surat penggupat yang sah dan otentik yang dibuat
oleh Notaris, maka untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan skta notaris
tersebut oleh Penggugat digjukan 1 (satu) orang saksi dan oleh pengadilan
dikabulkan sebapsi saksi yaitu Noteris yang bersangkutan sebagai pejabat
pembuat akta guna menerangkan fakta-fakta hukwn yang dinyatakan dalars akta.
b. Analisis Kasus

Akta Jual Beli sebidang tanah vang dimaksud daiam kasus ini termasuk
dalam akia otentik.

Dalam prakieknya akta merupakan alat bukti vang paling utama didalam
suatu perkara perdata. Karcna skia vang dibuat tersebut adalsh bukii yang
memiliki kekuatan hukum vang sempurna guna menerangkan fakta hukum yang
dinyatakan didalamnya yang mengikat para pthak vang membuatnya. Hal ini
dipertegas sebagaimana ketentuan pada pasal 1870 K.U.H Per,

Menurut keterangan dari 1 Gusti Ngurah Putra Wijaya, 8H, Mkn (MPW
Prapinsi Bali) bahwa dengan atau tanpa kebadiran dari Notaris pembuatan akta
tersebut, akta tersebut telah mencerminkan segala apa yang dikehendaki oleh para
pihak, dimana didalam akta notaris tersebut dituangkan apa-apa yang dinyatakan,
dan apa yang diinginkan oleh para pibak. Oleh karenanya dalam hal ini Notaris
bersifat fakultatif yaitu dapat menennikan dia hadir menjadi saksi atau menolak
untuk menjadi saksi.
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Namun dalam kasus tersebut, Notaris menyanggupi panggilan untuk
menjadi saksi, yang mana kesaksian yang diberikan menyangkut siapa yang
menghadap dan apa yang diinginkan penghadap, itulah vang dibuat oleh Notaris
dalam aktanya, dan akta yang dibuatoya tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-Undang,.

Berdasarkan kasus fersebut dapat diketahui babhwa dengan kehadiran
Notaris sebagai saksi di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan
suatn akibat hukurn terhadap kekuatan pembulktian akia yang dibuatnya tersebut,
Akta notaris tersebut tetap berlaku sab dan otentik selama tidak dibukiikan
scbaliknya berdasarkan putusan pengadilan.
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PENUTUP

1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat ditarik svatu simpulan sebagai berikut:
. Kehadiran Notarig sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan vang
terkait denpan Akta yang dibuat di hadapannys harus mendapat
persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

b. Pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara
pengadilan terhadap akia yang dibuat dibadapannya tidak menimbuikan
suatu akta menjadi di bawah tangan atau suats akta menjadi batal demi
hukum, terkecuali dapat dibukiikan sebaliknya berdasarkan keputusan
pengadilan,

2, Saran
Saran-saran yang perin dikemukakan sehubungan denpan permasalahan

diatas adalah:
a. Uniuk menepis anggapan bahwa terjadi degredasi kekuatan hukum
akta Notaris yang discbabkan olch karena semakin maraknya
pemanggilan Notaris sebagai seksi di pengadilan terkait dengan akta
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yang dibuatoya, menumnt pennlis perlu ditingkatkan lagi penerapan
dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan Tkatan Notaris Indonesia (No. Pol. : B/1056/V/2006 Nemor
01/ MoU/PP-INI/V/2006) tentang Pembinaan dan Peningkatan
Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

b. Perlu dilekukan penyuluhan-penyuluhan oleh Majelis Pengawas
Notaris untuk memingkatkan profesionalisme Notaris sehingga Notarls

terhindar dari permasalahan hikom.
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LAMPIRAN I

PUTUSAN
NOMOR : 08/ FDT.(G /2087 / PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAA ESA ;
Pengadilan Negeri Singanaja vang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertams, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut datam
perkara antara
KETUT WIRTA, Umur 64 sahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Banjar
Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan
Sawen, Kabupaten Buleleng, dalaw hal ini diwakili
Buass Mukumnya © GEDE HARJA ASTAWA, SH
Advokat dan Konsultan Huloam yang berkantor di Jalan
Serinit Singaraja, Desz Temulus, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Januan 2007, Sebagai : PENGGUGAT
MELAWAN
ANNI ELIDA, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Banjar
Dinas Labuhan AH, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, i
Kabupaten Buleleng, Sebagai - TERGUGAT ; —— o -
- Pongadilan Negen tersebut -
—Telah membaea surat-surat dalam berkas parkam
~-Telgh mendengar kedus belah pthak den keterangan  seksiOsaksy
dipersidangan ;

ik s gy ey i

TENTANG DUDUK PERKARA 3
—Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannys 13 Januari
2007 dan terdaftar di Kepanitoraan Pengadilan Negeri Singaraja tectanggal 16
Janvari 2007 dibawah register Perkara Nomor : 08 / PDT. G/ 2007 / PN. SGR,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut - .
1. Bahwa Penggugat memiliki schidang tanah selvas 634 M2 Sertipikat Hak
© Millik No, 346 Desa Temukus atas nama : KETUT WIRTA ¢ Penggugat )

_denpap batas-batas sebagai berikut :
-- Sebelaki Utara  © tanah duwe / milik Pura Labuban Aji | {
~ Sebelah Timur : tanah duwe / milik Pura Labuhan Aji ; ‘_

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Singaraja ; -
~ Sebelah Barat  : fanah mitik Mubamad Fban dan Amioulah
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Yang diatas tanah tersebut berdiri basgunan rumab, selanjutnya disebut tanah
sengkets
. Babwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut diatas berdasarkan akta
jual beli No, 53 / 2008 1anggal 28 Pebruan 2003 dani orang vang bernama
KETUT SANTIL, dimans KETUT SANTI ini sebagai penjual berdasarkan surat
kuasa menjual dari Tergugat yang dibuat di Notaris MADE SUMADNYANA,
SH. Notaris di Singarajs, transaksi jual beli inl juga dihadapan Notaris,
sehingea jual beli ind sah adanya |
. Bahwa setelah Penpgugat membeli tanah sengketa tersebut, kemudian sampai
dengan proses peraliban pemegang hak dalam serfipilat yeng semula atas
nama ; ANNI ELIDA { Tergugat ) menjadi afas nama : I XETUT WIRTA
{ Penpgugat } sampai saat ini Penggugat belum biss meaempati tanah sengketa
katepa Tergugnt tidak man menyeraikan dan idak maw pindah dan isnah
sengketa tanpa slasan yang sah ;
. Bahwa upava kekeluargaan telah berkali-kali dilakukan olch Penggugat, tetapi
Tergugat tanpa alas hukum yang sah tefap menempati tanah sengketa dan tidak
mau menyerabkan tanah sengketa kepada Penggugat ;
. Bahwa perbuatan Tergugat yasg menempati tanah sengketa fanpa alag hak
yaug sab adalah perbustan yene melawan hak dan sangat menigikan
Pengpugat |
. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah pecbuatan melawan hak maka
sebagai konskwensinye Tergugat dan atau siap saja yang memperoleh hak dast
padauya bamis  segera mensgakhii  pengussaan, penghunian  dengan
meninggalkan tanah sengketa beseria romah vang kemudian menyerabkax
dalam keadasn kosong dan lasia kepada Penpgugat bila perlu dengen bantuan
Polisi
. Bahws karena alat bukti surai-surmt Penggugat sah dan otentik, sests teotang
hak mihik, karesanys mohon ‘Icepatia Pengadilan Negeri Singaraja berkenan
meminusken gugaten Penggogat dengan putusan serta merfz, walaupun
Tergugat menggunakan upaya hukom Verset, banding dan kasasit |
Berdasarkan waian kejadian tersebut diatas, Penggugat molion kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa perkara dan memutus © -

i. Mengabulkan gugatas Pengougat gzzmk selnmubnya ;
2. Menyatakan sah akta jost beli No. 53 /2005 ;
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3. Meayatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atss tanah sengketa
beserta bangunan ramah dan seluruh tanaman yang ada diatasnya dengan
sertipikat hak milik No. 346 juas 624 M2 dengan batas-balas seperti
tersebut pada posita angka 1 ;

4. Menyatakan hukwn, Tergugat dalam mengoasal romah dan tanah
sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan frukum

5, Menghukum Tergupat den atau siapa saje yang mendapatkan hak dari

padanya harus menyerashkan tanah dan rumah sepgkets dalam keadaan
kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polist | -~
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dabulu, walaupun
Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi ; —-
7. Menghukom Terguget membayar biays perkars ini
Apabila Majelis Hakim berpendapat lais, mohon putusan yvang seadibadilnys
~lferimbang, bahwa pada hart sidang yang teriab ditetapkan kedus belah pihak
hadir dipersidangan, untuk Pesggusat diwakili oleh Kpasa Hukomnya GEDE
HARJA ASTAWA, SH Scdangkan pihek Tergugat diwakili oleh Kunasa
Hukumnya YULIUS LOGO, SH. Advokat / Penaschat Hukum beralamat di Jalan
A. Yani No, 128 Singansja, berdasarkan Surat Kuasa Khusns tertanggal 25 Januan
2007 ;
" —Menimbang, bakwa Majelis Hakim telah berasahs mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maks pemenksaan perkars
ditanjotkan dengan membacakan surat gugatan vang isinya telap dipertahankan
oleh Penpgagat |
—-Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Terguget telab
mengaiukan jawsban terdangeal 5 Maret 2007 sebagat berikut -
I. DALAM EKSEPSI -
Bahwa gugatan Pengpgugat tidak leagkap dan tidak jelas karenz masih ada sata
orang fegl yaled Ketmt Santi yakni anak kandung Penggugat vang harus duduk
seria sebagai pibak Tergugat, mengingat Pengguget membeli tansh berikut
bangunan sumah tempat tinggal Tergugat dari Ketut Santi bukan langsung
dengan Tergugat dan teriadinya peratiban hak kepemilikan atag tanah berikut
_bangunan rumah tempat finggal Tergugat keatss nama Penggugal ada
hubungannys dengan perjaniian kerja sama antare Ketut Santl dan Teja
i.ajuardi, perjanjian mana Tergugat tidz?z termasuk  didalomnya deagan
demikian jika timbul masalah dalam p&qazz_;zau keria sama yang dibuat antara
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Penggugat dengan Teia Lajuardi maka bukanlsh Tergugat yang harus menjadi
korban atau yang bertangpung jawab akan tetepi menjadi tanggung jawab

Ketut Sqnti dan Teja Lajuardi sendini :

I DPALAM POROK PERKARA ;

1.

2

Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohion dianggap termuat dan menjadi
satu bagian dalam pokok perkara
Bahwa Tergugat secaxa tegas menolak seluruh dalil-dalil pgugatan
Penggugat, kecuali hal-hal yang diskul oleh Tergugat secara tegas ; ——
Bahwa menurut Pengeugat telab membeli tacah berikant bangupan rumab
tempat tinggal Tergugat dari seorang yang beroama Ketut Sanft sesua
Surat Kuass Menjual yang diberikan oleh Tergugat adalah benar akan
tetapi penjualan yang dilakukan oleh Xetut Sant kepada Penggugat velah
merugikan Tergugat kacena hargz penjusian tuupa persciujuan darl
Tergugat termasuk pula hasil penjualan oleh Kentt Santi Hidai diberikan
kepada Terguget ;
Babwa Tergugat tidak man menyerahkan dan tidak mau pindah dari tanab
sengketa karens Tergugst merasa tidak pernah menjual tanah seopgketa
berikut bangunan rumah tinggal Tergogat kepada sispapun termasuk
kepads Penggugat |
Bahwa dalil gugatan Penggugst pada poin 4 yang menyatakan Penggupat
felah berkali-kali mengupayakan penyelesaian secara  kekelusrpaan
dengan Tergugat adalzh tidak benar, Tergugat tidsk pernah bertemu dan
tidak pernah dibubungi oleh Pengeugal jangankan bertemu mengenal
Penggugat saja tidak, jadi scharusnya usaha penyelesaian kekeluargaan
yang hares dilakuken adalah antars Ketut Santi dan Teia Lajuardi bukan
dengan Tergugat ; we

Demikianlah jawaban dori Terpugat, Tergugat I dan Terguget T mohon

Majelis Hakim untuk menjatubkan putusan vang berbunyi sehagai berikut | v
L Dalam Eksepsi :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnys
IL Dalam Pokok Perkara ;
« Menolak gugatan Pengpugal untuk selurahoya #tauw  sctidak-tidaknva
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima |
Atan : spabilz Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilaya ;
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—~-dMenimbang, babwa otas jawaban Tergugat tersebut pihak Peaggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2007 dan Tergugat telah pula mengajukan
Duplik tertanggal 9 April 2007 vang untuk singlmtnya putusan ini diamggap T
termuat dalam pufusan ink
—Menimbang, bahwe untuk menguatkan dalil<Jalil  gugatannya, pibak
Penggugat diparsidangan telak mengajiukan buks-bukt swrat berups
1. Feto copy Surat Kuasa untuk Menjual No. 7 tanggal 17 Maret 2004 dart
ANNI BLIDA { pemberi kuasa ) kepads KETUT SANTI ( Penerima
kuasa ), tanpa asli setelah dicocokan dengen yang ada pada Notaris
ternyats sesuai dengan aslinya, serta telzh diberi meterai culup, diberi .
tanda P-3 .
2. Foto copy akla Jual Beli No, 53 7 2005, tanggal 28 Pebruari 2005 tanpa [
asti dan setelah dicocokan deagan yang ada pada Notasis teryata sesuai e
dengan aslinya, seria telah diberi meterai cukup, diberd tanda P-2 ; —
3. Folo copy Sertipikat { Tanda Bukti Hak ) Hak Milik No. 346 atas nama 1 '
KETUT WIRTA, sesuai dengan aslinya dan telal diberi metemi cukup, .
diberi tanda P-3 ; e
4, Fote copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhulang Pajak Bomi dan
Bangunan tahun 2007 atas nama : Wajib Pajak I Ketut Wirla, sesuai :
dengan asiinya dan ielah dibert meterai cukup, diberi anda P4 | —o . :
—Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas,
Penggugat Jugz mengaiukan 1 {sat) osang Saksi yaity ©
- MADE SUMADNYANA, §H, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
~  Bahwa saksi sebagai notaris pernab membuet surat bukd P-1 dan P-2 | ——
-~ Bahwa buk#i F-1 berupa Surat Kuass untok menjual dad ANBI ELIDA
{ Pemberi Kuasa } kepada KETUT SANTI { Penerima Kussa ) atas satu
bidang tanah Sertipikat Hak Milik Wo. 436 / Desa Temukus dengan Iuas 624
M2 atas nama ANNIELIDA ;
- Bahwa pada waktu saksi membuatkan surat tersebut baik pemberi kuasa
manpun penerima kuasa datang menghadap didepan saksi sebagai Notaris
~  Bahwa saksi dalam membuat surat bukti P-2 { Akta Yozl Beli jada 4 (empat)
rangkap vaits 2 (dua} bush diberi tanda tangen dimasa satu disimpan di
Notaris dan satunya dikirim ke Badan Pertanahan Nasional, sedangkan vang
2 (dua} buah diben t.t.d. vang masing-masing diberikan kepada para pihak
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Bahwa pada saksi membuat surat bukdi P-2 ( akta jual beli ) tersebut yang
datang menghadap saksi selaku Notaris adalah Ketut Santi selalon kuasa dari
Anni Blids ( sebagai Penjual ) dan PakWirtz ( sebagal Pembelt ) sedangkan
sebagai saksinya ada 2 {dua) orang dari karyawan saksi ;
Rahwa yang lebih dulu dibuat adalah surat Kuasa Menjval baru kemudian
Akta Jual Belinya
Bahwa tanah vang dijual tersebut terletek di Dusun Labuhan Aji vaitu
disebhelah barat Pura Lebuhan Ajt ;
Bahwa saksi dalem membuat Surat Kuasa Menjual tersehut disaksikan oleh
2 (dus) saksi dan wektu itu Anni Blida { Pernberi Kuase ) menunjukan
sertipikat tanzh yapg difval ;
Rahwa saksi dalam membuat sorat bukd P-1 ( Surat Kussa Menjual )
minutanya saksi buat rengkap 1 (satu) untuk arsip, sedangkan unfuk yang
dikelnarkan berupa salinannya sebagaimana yang di foto copy dan diajukan
sebagai bukti P-1 tersebut ;
Rahwa bukti P-3 adalah benar sertipikaf yang ditunivkan oleb ANNI ELIDA,
{ Texgagat ) pada waktu saksi membuat surat kuzsa menjoal
Babwa sehubunpan dengan bukti P-1 dan P2 menonit aturan menuteoya
harus ditulis tangan, sedangkan akta aslinya tidak karena termasuk nota siil ;
Bahwa saksi pernah mendengar surat kuasa yang tidak diperbolehkan oleh
Badan Pertanahan Nasional yaitu surat kuass yang bersifat rmtlak vang
pada umumnya isinya bersifat umium dimana dalamm surat kuasa mutlak
walaupun yang memberikan kuass telah meninggal dunia kuasa, ity masih
tetep berlaky
Bahwa Surat Kuasa Menjial sebagaimans sebagaimana bukd Po1 dan P-2
hikas termesek kuass MutlsX dan mengesad bholeh tdaknys dalam
meénpmsas di Badan Pertanaban Nasional belum ada dasar hukumnya | —
Bahwa sehubungan dengan saksi telab mengeluarkan Surat Kuasa Menjual,
ada akia laio vang sakst keluarkan yaitu akta Perjangian Kedasama, akan
tetapi bukan dengan Pemberi kuasa { ANNI ELIDA } melainkan dengan
“oraxg lain yaitn TEIA LAJUARDT ;
Babwa saksi sebagai Notaris siapa yang mengbadap dan aps yang
diinginkan itulah yang seksi buat dan surat yang saksi buat tidak
bertentangan dengan Undang-Undang
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- Babwa pada waktu saksi membuat perjanjian kerjasama No. 6 dan Neo. 8
ANNI ELIA juga datang menghadap saksi dan perjaniian kerasama
tersebut dibuat lebih duta kemudian bare Surat Kussa Menjual |

wMenimbang, bzhwa ustuk menguatkan dalil-dalil sangkalaonya Kuasa
Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukt surat berupa !

1. Fotp vopy Akia Peranjian Kers Sama No. & { enam } antara TEJA
LAJUARDI ( Pihak Pertama ) dengen KETUT SANTI ( Pihak Kedua }
sesual dengen aslinyz dan telah dibed meteral cukup, diberi tanda Tof § - :

2. Foto copy Akta Perambahen Moda! Kegjasama No. 8 ( delapan ) antara Lo
TEJA LAJUARDI ( Pihak Pertama ) dengan KETUT SANTI { Pihak
Kedua ) sesuai denpsn aslinya dan tolah diberi meterai cukup, diberi tanda
T2

—Menimbang, balwa selain bukii-bukti surat tersebut diatas, kuasa Tergugat S
dipersidangsn fuga mengajukan 2 ( dua ) saksi yaitu : f
1 HARIS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokokny2 menersngkan | ——

~ Buhwa saksi sudah lama kenal dengan Anni Blida ( Tergugat ) ; :

~ Bahwa saksi kepal dengan Anni Elida tersebut karena suminyz vang bernama "—"“"“’“”"

Komara dulunya teman bisnis saksi dalem hal menjual perabot mumak L
tangps |

- Bahwa saksi ketalnd dalam perkam ini adalah masalah sertipikat tanah dan

Mgmmmémammmmmghmmwd&mm
mengenal noixomnya sertipikaft sakst tidak tghu

- Babwa saksi pemnah melitiat sertipikat tersebut yaitu pada tabun 2004 dan

wakty yang memperiihatkan adalah Pak Komara, dimana ssat itu isirinya

{ Anni Elida ) juga ada disitg ;

- Bahwa Pak Komara memperlihatkan sertipikat tersebut karens wakm ity Pak

komara mengelnh masalah kesulitan ekenomi ;

- Bahwa saksi pemah melihat lokasi sertipikat tamsh dimaksed yaitu di

Labuhan Aji tepatnya disebelah Pua Labuhan Ajl, namun mengenai batas-

batasnya saksi tidak tahy |

- Bahwa setahu saksi Anni Blida ( Tergegat ) tinggal diramah diatas tanah

sengketa tersebut ; .

~ Bahwa selain ramah diatas tanah tersebut juga ada pepobonan | —ee—mver

- Bahwa Anni Elda pernah berceritz kepada sakst mengenai sertipikat yang

telah dipinjamkan kepada adiknya yang bemama Pak Teja ;

[P A

Akibat Hukum..., Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009



(Lanjutan)

- Babwa mengenai surat Kuasa Menjual saksi tidak tabu dan terhadap tanah
tersebut telah dijual saksi juga tidak by

- Bahwa spakah Pak Komara dan Anni Elids masik tnggal di tanah sengketa
saksl juga tidak taby

- Bahwa mengenai perjanjian kerjasama saksi tidak tabu juga |

2. YANTO JIDAYAT, dibaweh sumpah pada pokoknya meneranghan @~
~ Baltwa saksi sudah Joma kenal dengan Anni Efida karena hubnngsn bisnds |

- Bahwe Anni Blida dan suaminya #inggal dirumalinys & Labubsn Aji dekat
Puma Labuban Aji ;

- Bahwa setabu saksi persoalan antara Ketut Wirta dengan Aunni Elida adalah
masalah ramabnya tersebut | :

- Bahwa Anni Elida petmah mengeiuh kepada saksi mengenai soesalah
ekonomd, kemudian saksi ketakan Thu kan punye sertipikat, Ialu Ibu Auni
Eilida mengaiakan bahwa sertipikatnya feiah dipinjam sama adiknya ;

-~ Bahwa mengenai Surat Kuasa menjual saksi tidak tahu

- Bahwa apakah tanah milik Annj Elida tersebut telah dijual saksi tidak tabu ;

- Bahwa apakab sestipikat tasab tersebut pernab difaminkan sakst juga tidak
tahu

—fylenimbang, bzhwa selanjuinys untuk mendspatian kepastian mengepai
obyek sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2007 twlah melakukan
pemeriksaan setempat, dimana tanah obyek senglketa yang menjodi obyek gugatan

Penggugat elzh dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat vang hasiloya -

sebagaimans tedampir dalam Berita Acara persidangan ind ; '
w---Menimbang, babwa pihak Penggugat dalam perkara ini felzh mengajukan
kesimpulan ferfangeal 22 Agustus 2007, sedangkan pihak Terguget tidak
mengajukap kesimpulan ;
——Senimbang, babwa kedun belah pihak tidak mengaivkan sesnatu hal fagi dan
akhimya mohon putusan | :
——Megimbang, bahwa untuk. mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkars ini telah disnggap tertuang
* dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ind
TENTANG PERTIMBANGAN BUKUMNYA ;
~w-Menimbang, bahws maksud dan tsiuan gugatan Pengpugat adalah seperti
tersebut dietas
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—~-Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan jawab menjawab
beserta pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah plhak yang berperkars
dipersidangan ;
~-~Menimbang, babwa Tergugat melalui Yuasanya .dalam  kesemopatan
mengajukan jawaban telab pula mengriukan eksepsi, oich karenanya Majelis akan
mempertimbangkan terlebih dabulu tentang Fksepsi, Talu barulah tentang pokok
perkara ;
DALAM EKSEPS]
—Menimbang, bahwa oleh karens eksepsi Tergugat bukan mengenai rpasalsh
kompetensi / kewenangan mengadili, maka eksepsi terscbut tharsigh
dipertimbangkan / diputus bersama-sara dengan pokok perkara / putusan akhir |
~—Menimbang, babwa Tegugat dalem  Bksepsingg pada pokoknya
mempermagaiahkan bahwa :
-~ Gugatan Penggugat tidak lenghap dag tidzk jelas kavena masth ada safu orang
lagi vakni Kett Sgnfi yaitu anak kondung Pengpupat vang hamis diikopt
sertakan scbagai pihak Tergogat mengingat Penggugat membeli tanah berikut
bangunan rumah tempat tinggat Tergugat dari Katut Sant bukan langsumg
dengan Tergugat dan terjadinya peralihan hak kepemitikan atas tanah berikut
bangunsn rumah tempat tingsal Tergugat keafss nama Penpougat ada
bubungannya dengan periapiian kerjesama antara Ketut Santi dan Teja
Lajuardi, perjanjian mans Tergugat tidak tkat didalamnya, dengan demilian
jika imbul masalah dalam perjanjien kerjasaroa antara Fengpugat dengan Teja
Lajuardi maka bukaplah Tergugat yeng bares menjadi kotban atzu yang
bertanggung jawab akan tetapi menjadi tangpung jawab Ketot Sant dan Teia
Lajuardi sendini ;
~——Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimans tersebut diatas
setelah Maielis Hakim memperhatikan tanggapan Penpgugat melalui Replik dan
Duplik Tergugat, maka pertimbangan Majelis sebagai berikut
- DBahwa mengenai gogatan Penggugat tidak Iengkap dan tidak jelas karcna
masih ada orang lain yaitu Ketut Santi ( anak kandung Penggugat } yang harus
ditkod sertakan sebagai pihak Tergugat, memmut Majelis berdasarkan
Yusisprudensi iotap Mabkamah Agung adalah hak Penggugat untuk
menenfukan pibak-pibak yang akan dijadikan para pihak dalara perkara vang
akan diginkan oleh karenanya slasas cksepsi Tergugat tersebut harus ditolak,
sedangkan mengenai Penggugat membel tanah benkut baogunan tempat
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tinggal Terpugat daci Kett Santi buken langsung dengen Terpugat dan
terjadinya peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumab fersebut
keatas nama Penggugat ada hubungannys dengan perjanjian kerjasamia anfata
Ketut Santi dengan Teja Lajuardi adzlah merupakan sesuatn yang menjadi
beban Tergugat untuk membukiikannya, dan sudab termasuk pokok perkars
sehingpa juga harus disolak ;
we—Bfonimbang, bakwa berdasarkan ureian dan perimbangan-pertimbangan
tersebut Bksepsi Terpugat tidak beralasan dan harus ditolak seluruhuys  wesevaren
DALAM POKOK PERKARA »
—Mesimbang, bahwe maksud dan tyjuen gugstan Pengguent adalah seperti
tersehut distas
—Memimbeng, bahwa dalil-dalii Penpgugat yang diakui ztan setidak-tidelowya
tidak dibantah oleh pibak Terpugat, sehingpa merupakan fakia vang tidak perin
dipertimbangkan dan dibuktikan lagi oleh Majelis adalah, bahwa Penggogat telah
membeli tanah beriket bangunan rumah tempat tinggal Tergogat yang terletak di
Desa Temukus, Kecamatan Baujar Kabupaten Buleleng seluas 624 M2 dengan
hatas-batas -
- Sgbhelak Utara 1 tansh milik Pura Labeban Aji
-Sebelsh Timur ¢ tanah milik Pura Labuban Aji |
- Sebelah Selatan  : Jalen Rays Sedrit-Singaraja ;
- Sehelah Barat © tanah milik Muhammad Eban dan Aminulal |
berdasackan akta fuat beli Ne, 53 /2005 tanggal 28 Pebroari 2005 dari orang yang
pernama KETUT SANTT vaug bertindak selaku peajual berdasarkan surat kuasa
mieniual dari Tergugat { ANNI ELIDA ) yang dibuat dibadepan Notaris MADE
SUMADNYANA, SH. Notaris di Singaraia. Dan Tergugat sampai sekarang masih
menguassi dan menernpati teneh berikut bangunan obyek perkara tersebut ; ——
~—Menimbang, bahwa pamun Tergugat mendalilkan bahwa penivalan vang
dilakekan oleh Ketut Santi { selaku pemepang kuasa untuk menjual daxd Tergugat )
kepada Penggugat telah mevugikan Tergugat karena hsrga penjualan tenpa
persetujuan dari Tergugat termasuk pala hasi penjualannye oleh Ketut Santi tidak
dibenkan kepada ’I‘ex'gugat, sehingga Tergugat merase tidak pernah megjual tapah
berikut bangunan rumal obyek perkara tersebut ;
~—Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama-tama Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dan membuktikan vang menjadi inti pokok petitum gugatan
Penggugat yaitn apakah akta jual beH No. 53 / 2005 sebagai dasar peralihan bak
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{ Tergngat ) menjadi atas nama I KETUT WIRTA ( Penggugat ) dapat dinyatakan
sah |
—mMenimbang, babws untuk membuktikan keabsahan akix jual beli No. 53 /
2005 terscbut pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1
dan P2 serta saksi Notaris | MADE SUMADNYANA, SH. Bukti P-1 merupakan
surat kuasa untuk menjual No.7 tahun 2004 ates obyek perkara / sengketa yaog
diperoleh Ketut Santi { pemegang kuasa menjual ) dari Tergugat { Annd Blida )
selaku pemilik, dimana pada wakiu pembuatan bukti P-1 menurut keterangan saksi
Made Sumadnyana. SH. { Notaris yang membuat Suret Koasa  Menjual / bukt
P-1), baik Ketut Santi ( selaku penerima kuasa ) dan Anni Blida ('selaku pemberi
kuzsa ) hadir bersema dikantor saksi dan Anmi Elids ( pemberi kuasa ) tersebut
didampingi suaminye yaitu Momo Kumara Sapuira yang telah ikut memberikan
tands persctjuan atss dibustnya Surat Kuasa Menjual No. 7 tahun 2004 atas
obyek perkara tersebut |
~—MMenimbang, bahwa dengan berpegang bukfi P-1{ Surat Kuasa Menjual )
tersebut, kemudian Ketut Santi menjual tanah obyek perkaa tersehut kepadal
Ketut Wirta deogan barga Rp. 43.500.000,- { empat pulub tigs juta lima satus ribu
ruprah ) yang telah dituanphkan delam akia jual beli No. 53 tahun 2005 (bukti P-2 )
dibadapan Notads Made Sumadavans, SH Dan dalam  kessksianaya
dipersidangan Made Sumadnyane, SH, menemnpgkan bahwa kedvanys hadir
dibadapan saksi dirnana Ketot Sant selaku pemegang kuasa untuk menjual atas
tanah obyek perkara mengaku telah menerima vang pembayaran dari Penggupat /1
Ketut Wirta tersebut selaku pembeli, sehingga saksi dalam menjalankan pekerjaan
kenotariatan ind telzh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaky ; ~—ono-
wmbfeninbong, bahwa berdasarkan pertimbanpgas-pertimbangan tersebut diatas,
maka meenurat Majelis datam zetitom (2) sopaya Akta Jual Beli Wo. 53 / 2005 atas
tanah obyek perkars antara Ketut Santi selaku penjual berdasarkan surat kuasa
menjual dani Anni Blidz / Tergugat ) dengan T Ketut Wirta { selakn pembeli )
dinyatakan sah haros dikabulkan ;
~——-Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Made sumadnyana, SH. Selaku Notaris
yang membuat skia jual beli No. 53 / 2005 { bukii P2 ) menguws proses
penerbitan sertipikat hak milik ke Badan Pertanaban Kabupaten Buleleng dan
terbitlah sertipikat hak Milik No. 346 Desa Ternukus atas nara I Ketat Wirta /
Penggugat ( bukti P-3 ). Kemudian dengan terbimya Sertipikat Hak Mikik No. 346
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S
iy

E

‘_\\‘

(74

A

A
SNGAT
s S ey

e
3

12

{Lanjutan)

atas nama [ Ketut Wirta ( Peoggugat ) tersebut maka nama wajib pajak telab
beralih kepada Penggogat ( Bulti P43 ;
—Menimbang, bahwa oleh karena yang wmenjadi int pokok petitum gugatan
Penggugat adalah mengenai keabsahan akis Jual beli No. 53 / 2005 atas tanah
. obyek periara, dan oleh Majelis Hakim akta jual beli torsebut telah dinyatakan sah
dan selanjutnya sehagai dasar terbitnya / peraliban hak milik sertiptkat No. 346
Desa Temukus dard atas nawma Anni Elida { Tergugat ) menjadi atas nama I Kenrt
Wirta { Penggugat ) maka petitum (3) supaya Peoggugat dinyataken sebagal
pemilik yang sah afes fansh senpkets beserts bangunan romnah dan seluruh
tapaman yang ada diatasnya dengan sertipikat bhak milik No. 346 luag 624 M2
dengan batas-batas seperti tersebut pada posits angha 1 harus dikabulkan ; wew—
wMenimbang, bakwa oleh karens Penggugat telah terbukti sebagal pemilik yang
sah atas taush obyek perkara tersebut distas, maks menvent Majelis techadap
petitum {4} dan (5) supays dinystakao bahwa Tergugal dalam menguasai,
menghui rumah dan tenah sengheta tanpa alas hak adalah perbustan melawan
hukum, dan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus
menyerahican tanah dan ramah sengketa dalam keadzan kosong dan lasia kepada
Penggugat bila perlu dengan bantnan Polisi juga harus dikabulkan ;
—Menimbang, bahwa petitum (€} gugatan Pengyrugat yang menyatakan putusan
dalam perkara ini dapat dijalapkan terlebib dahulu, walsupun Tergugat
\\; menpgunakan vpays hukumn verset, banding maupun kasasi tidak memeauhi syarat
sebagimana yang diteatukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung terakhir yaity
SEMA No. 03 tahun 2060, schinggs harus ditolak ;
-~--Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangsn-pertimbangan tersebut diatas,
maka gugatan penggupat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebibnya ; —
~—Menimbang, Dahwa dalam jawabannya Tergupst mendalilken bahwa
penjuzlan alas tanah sengketa yang dilakukan Ketut Santi ( selaku pemegang
kuasa uotak menjual dan Tergugat ) kepada Penggugat ielah merugikan pihak
Tesgugat karena penjualan tersebut tanpa persensjuan dan fergugat termasuk puls
hasil penjualannya oleh Ketut Sant tidak diserabkan kepada Tergegat, schingga
Tergogat merasa gdak pernat meniual 1anah obyck sengketa |
—~-~Menimbang, bahwa atas jawaban Tefgugat tersebut  distas  Majelis
ntempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan dengan bukt P-1 vaity surat kuasa
menjual No. 7 tabun 2004 ferbadap tanah obyek sengketa vang dibuat antara Anni
Blida 7 Tergugat ( selake pembert kuasa ) dan Ketut Santi { selaku penerima
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kuasa } dihadapan saksl Made Sumadnyana, 88 Notaris di Singaraja telah dibuat
sesual dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan segala akibat
hukumnya sebagaimana telah divraikan dalam surat kuasa untuk menjual { bukei S e
B-1 ) terscbut, sehinpga menurnt Majelis masalah penjuatan tersebut telah
- merugikan Tergugat karena harga penjualan tanpa persctujuan dart Tergugat dan
~ hasil penjualannya tersebut Gdak diserahkan kepada Terpupat secara yuridis
gdalah bukan keharusan Penggugat selaku pembeli untuk meneliti dan mengurys
sempal sejauh ity kerena teroukt bahwa Terpugat telsh menpuasakan usduk
menjual stas tanah obyek sengketa kepada Ketut Santi { bukti P-1 ) ; :
~wepfenimbang, bahwa bekti-buldi yang diajukss oleh Tergugat baik berupa bokt
surat T-1 dan T-2 maupun 2 (dua) orang saksi yang dikadirkan dipersidangan yaitu
Haris Saputra dan Yanto Hidayat menurut Majelis tidak dapat mematahikan dalil- sty
dalil gugatan Penggugat dan tidak mampu pula membukiikan dalil banishannya L-——m
yaitu bahwa. penjuslan tanah obyek perkara tersebut tanpa persetujnan Tergugat P
dan basilnya tidak diserabkan kepada Tergugst, karena bukti T-1  akia perjanjian *
kerjasama antara Teja Lajuardi dengan Koetut Sacti } menurut Majelis secara :
yurithis idak ada relevansinya dengan perkara ini. Demikian pula terhadap saksi- .
saksi yang digiukan yaita Haris Saputra dan Yanio Hidayat masing-masing tidak
swepgetabui adanys surat kuasa untuk menjusl atas tanah obyek sengketa { bukti
P-1}, akta jusl beli tanah obysk secnpkets ( Bukt P-2 ) maupun adanya skia ‘
petjanitan kerjasama ( bukti T-1 dan T-2 % ;
~Menimbang, ’bahwa oleh karcpaPenpgngat telah berhasil membukiikan
dalilnyn, sedangkan dalil bantehannys Tergugat tidak dapat mematabkan dali}
gugatan Penggugat terscbut, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak vang kalah
dan biaya yaug timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat | ~—
~Menpingat peraturan dan Undang-Undang vang bersangkutan
- MENGADILI
ALAM EKSEPSI ; .
~ Menolak Efsepsi Tergugat selurubnya
D KOX PERKARA ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk schagian
2. Menyatakan sah akia jual beli No. 5372005 ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengkets
beserta bangunan rumah dan seluruh tanaman yang ada diatasnya depgan
Sertipikat Hak Milik No. 346 Iuas 624 M2 dengan batas-batas

-
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- Sebelah Utara T tanah mihk Pors Labuban A3
« Sebelah Thour : tanah milik Pura Labuban Aji
- sebeigh Selatan  : Jalan Raya Seririt-Singaraja ;
- Sehelah Barat : tanah milik Muhamad Eban dan Aminulah |~
4. Menyatekan hukum Tergugat dalam menguasai, menglumi romah dan
tanah sengketa tanpa alas hak adalah perbuotan melawan hukumg ; ———
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari
padanya harus menyerabkan {anzh dan ramah sengketn dalam keadaan
kosong dan lasia kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polist | v
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihmya ;
7.Menghukom Tergugat ustuk membayar biays perkmra ini sebesar

Rp. 459.000,- { empat ratus lima puluh sembile nbu mupiah } ;
Demikiantzh  diputnskan dalem  rapat musyawambh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja pads hani - Selusa, tanggal 28 Agustus 2007 oleh
kami ¥ GDE YASAX, SH. Selakn Hakim Ketua Majelis, YOSWARD], SH. Dan
I XEYUT SUARTA, SH. Masing-nmsing sebagai Hakim avggota, dan putusan
‘tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umuk wmum pada hard
Kamis, tanggal 30 Agustus 2007 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Haldm.~
Hakim Anggots, dibantn ¥ NENGAH ARDANA, SH. Panitera Pengpanti
Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadisi oleh Kuaga Hukum Penggugat dan
tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;
Hakim-Hakim Angpgota,

Sa——_

YUSWARDE 8H

Perineisn ...
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Lampiran II

PASAL . —_ e e o o e e e e

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonegsia.
Dengan Ikatan Notaris Indonesia

No. Pol. : B/1056/ V/ 2006 )
Nomor : 01/Moll/ PP-INI/V/20046 SR

Tentang
Pembinaan dan Peningkatan

Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Padahari ini Selaga, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun | 4. Bahwa untuk mencapai maksud lersebut di atas, maka
Jua ribu enaw, yang bertandatangan éi bawah ink: perlu adanys kesspahaman antas PTIHAXKPERTAM A dan
L JENDERAL POLISI Drs, SUTANTO, selzbu KEPALA KR PIHAY KEDUA secara hersama-sama beriisaha untuk

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dabn hal meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan men-

ini hertindaluntuk dan stas nama KEPOLIBIAN NEGA. ingkatkan komunikasi sehagat kebutuhan bersama

RA REPUBLIR INDONESIA (selanjutnya disingkat Pol- dalam meiaksanakan ugas masing-masing,

i}, barkedudukan di Jakarta dan berktantor di 31, Truno-

Jovo No. 3 Kebayoran Banu Jakarta Selatan, selarduinga rﬁempethaiikun:

disebut PINAR PERTAMA. 1, Pelaksanaan penegakan hukum gdalam kaitannya untak
L TIEN NOBRMAN LWIS, S-H- dan ADRIAN Dmm; m&ncegah terjadj_nya penyimgﬁngan mgas dan guna

dalam hal ini secara bersama-samaberlindak untuk dan | 3 ysul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus

atas nama IKATAN NOTARIS INDONESLA fselaniuinya IS

disingkat [N, berkedudukan di Fakaria dan baskanior

pusat di Ji H. Hasyim Ashari Boxy Mas Blok BI No. 31

ris Pu ; Meungingot:
tnva disebut PITHAK KEDUA, . .
Jaka sah selanju s o }. Pancasila sebagal Dagar Negors dan sebagai sumber dard

Menimbang: segaja sumber hukum Indonesis.
aimuanRg: . 3. Pasal 1 ayat {3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang
.» Bahwa PIHAE PERTAMA solaku Alat Nega‘:a ang Taergm Tasar Negam Repub{ik IndonesiaTehun 1945;
peran dalam memelihara keamanan dan kelertiban | 3 Undang-TIndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
masyarakat bertugas melindungl, mengayomi, dax me- Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
layani masyarakat, serta menegaickan hukun, dan Pi- Tahun 1581 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Re-
HAK KEDUA mewakili perkumpulan TN selaku Peja- publik Indonesia Normor 3208);

bat Umum, samiesama mempunyal fungsi dan tugas me | 4 Undang-Undang Normor 2 Tuhun 2002 tentang Kepolisian

layani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, | Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repub-
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-un- Uk Indonesia Tehun 2003 Nowmor 2, Tumbahan Lembaran
dangan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Negara Bepublikt Indanesia Nomor 4188);

: Bahrwa dalam menjelankan jabatan sesuai dengan tugas | 5 Undang-Undang Nomor 30 Tshun 2004 tentang Jabatan
pekok dan wewebang masing-masing, terdapat keter- Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
kaitan antars PIHAK PERTAMA selaku penyelidildpe. 2664 Nomeor 117, Tambahan Lemburan Negara Republik
nyidik & dalam upays penegakan hukur unfok men- Tndonesia Nomor 4432);
carl dan mepemukan sist bakii_ dalam perkara phiang | § Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tehun 1983 tentang Pel-
dan PIZIAK, KEDUA sclsku Peiebet Umum yang bor skeanzan Hukam Acara Pidana {Lernbaran Negara Re-
wenang mefnzfvai akin oleniik sebapai alat bukt! vang publik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lern-
sempurns di bidang hukum keperdataan. haran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),

. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK EEDUA bergarma- 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Qt-
sama sebsgal abdl huloan, terpanggll melaksanakan panisasi dan Taia Kerja Kepolisian Negara Republik In-
amanat raloyat yang senantiasa mendambakan aduaya donesia:
perlindungan, ketertiivan, dan kepastian huleum yang ber- '
intikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum be- Maka PIHAK PERTAMA dars PIHAK KEDUA telah sep-
nar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat 4o | aham membuat Nota Kesepanaman uniuk malalgukan pem-
memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hU- | binasn dan meningkatkan profesionalisme, serta saling
kum dan keadilan, menuitt masyarakat adil makmur | memhantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilan-
berdagarkan Pancusila dan U0 1845, fiasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-maging s+
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Lampiran 111

sual ketantuan perundang-undangan, dengan ketentuan

sebagal berihkut;

1. Bara Pihak senantiaca saling rmenghormati dan menlags
kemsandirian masing-masing pihak dalam melaksana- jut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang men-
kan tugas, jabatan, dan profesinys, dengan seiala mensati jadi hagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepaha-
peraturan perundang-undangan yang bherlaku, s

2. Para Pihal setudo menyelenggarakan pertemnitan berka. | 7. Para Pihak berkswaiiban antuk mensosiaiisagitean Nota
la, menurul ingkat dan jeniang strukiur organisasi mas- Hesepahaman ind dan Lampirannya kepada seluruh ja-
ing-masging, guns isbih meningkatkan hubungan keria jarannya
sama di bidang profesionalisme dan pensgakan hulpum, Nota Kesepahaman ind mulai berlakoy sejak ditandatan.

3. Para Pihak pecara bersama-sama dapal mebaksanakan § gani, dandibuat dajam 2 (dus) rangkap masing-masing ber-
penerangan dan penyuluban hulesm untak iebib men< | materad cukup yang mempunyai kekuatan hukorm yeng sams.
ingkatiean kesadaran dan ketaatan hultum masyarakat,

dan burienjfang.
8. Hal-hal yang menyangkut masaiah teimis sebagal pelak.
saraan dari Nota Kesepahaman ind, dijabarkan lebih Jan-

4. Para Pihak gepsantizsa saling membaniu dalam men- Kepsla Kepolisian Negara RY
ingiatizan mutu peluyanan kepada masyarakat, lmu s, Sutanto
pengetalian, mensmbeh pesgalaman, mempertiuas wa-
wasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme, Retaa Umun ENT

5. Apahbila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran
serhadap pelaksanaan tugss serta wewenang PIHAK
PERTAMA dan PIHAKX KEDUA, male penvelesaiannys
diternptah melalof jakur konsultest secars institusional

Tion Norman Labis, 8H.

Sekretaris Umum
Advian Bivaini, 5H.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dengan tkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

No. Pol. : B/1055/ V/ 2006
Nomor : 05/ PRIPPATAVI2006

Tentang
Pembinaan dan Peningkatan
Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

Pacta hari ini Seiasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun | Tanjutnys disebut PIHAR KEDUA.
dua ribu enaun, vang berlanda tangan di bawsh ini: -
1. JENDERAL POLISE Drs. SUTANTO, selaku KEPALA &%eaimhwzg:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam | 1, Bahwa PITHAK PERTAMA selake alat Negsra yang ber-
hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN peran dalam memelihora keamanan dan ketertiban

NEGARA REPUBLIK INDONESIA {selanjutnya dis-
ingleat Polr}, berkedudulan 41 Jakarts dan berkantor di
JL Trunojoye No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, se-
tanjuinya disebut PIHAK PERTAMA. )

2. ARRY SUPRATNG, 8 H. dan SRIRACHMA CHANDERA.

WATL, 5. H., masing-masing selak: KETUA UIMUM dan
SEKRETARIS UsUM, dalam hal ini keduanys secara
bersama-sama bertindak untuk dan ates nama IKATAN
PEIABAT PEMBUAT AKTA TANAH {zelanjuinya dis-
ingkat IPPATS, berkedudukan di Jakarta dass berkantor
pusat di B Rays Fatrswatt No. 11 Jakarta Selatan, se-

mipgyarnkst bertugas melindurngl, mengayorni, maiayani,
serta menpgaidan huitom, dan PIHAK EEDUA mewalt-
i perkumpulan IPPAT selzku Pejobat Umum, sama-
sama mempunyal fungsi dan tugas melayani kepentin-
gan asyaraleat datars Sidang hukum, sesusl dengan
keterdusn dan persduran perandang-undangan yanyg ber-

- Iaku bagt masing-masing pihak.
2. Bakwa dalam menjalankan jabatan segual dengan tugas

pokok dan wewenang masing-masing, terdspat keber-
kaitan sntzrz PIHAK PERTAMA selaion penyelidil/pe-
nyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk meneari

RENVOI tvpmae 1,974 SUNIREDA ? :‘3
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Gan menemukon alet buktl dalsm perkara pidana dan
FIHAK KEDUA selaku Pejsbal Umum vang berwenang
meminial ake olentik sebagal alat buktl vang semplima
&i bidang hikum keperdsiazn,

A Bahvws POHIAK PERTAMA dan PIHAX KEDUA bersama-
sarns sebagal abdi haloum, {erpanggil meleksanakan
arsanat rakyat yang senentizsa mendambakan adanya
perlindungan, kelortiban, dan kepastian hukam yang ber-
intikan keadilan dan kebenman, sehingga ukum benar-
banar maarnpu meniodi pengayorn mesysreitat dan mem-
bari rass stvan, uniuk mewujudksn tegaknyas hukumdan
keadilan, menmdu masysoakatadil makmurberdasarkan
Pancasiia dan U0 Negars Republik Indonesia Thhun
1545,

4. Bahwa uniuk mencapal meksud fersebut & alas, maka
periuadanyakesermbamean antera FIMAX PERTAMA dan
PIHAXK KEDURA zecara bersama-sama benussha snbhik
maninghatkan profesionatisme, saling mengisi, dan men-
ingRatlan homundkasi sebagat kebuluhen bersama dalam
melaksanakan tugas masingnasing,

Memperhatikan:

1. Pelaksanaan peniegakan hulourn dalam kaitannys untuk
mencegah teciadings penyimpangan tugas dan guna
meningkatkan kemitrazn Polri dengan ITPPAT

2, Usul, pendapat, dan tanggapan Polel mavoun Penguras
PPAT

Mengingat:

1. Pancasila sebagai Dasar Wegara cdan sebapad stmber dari
segala sumber hukum Indonesio,

2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4} Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tatiun 1945,

3, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hultum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1981 Nomeor 76, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 32093

4, Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1985 tentang Satuan
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabiur 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 3037y,

5, Undlang-Undang Nomaor 4 Tahun 1995 tentang Hak Tanp-
gungan ambsaran Negara Republik Indonesia Tehun
1986 Homor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36323

£ Undang-Undang Romor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Bepubli Indonesia (Lembaran Negara Repub-
Y Indonesia Tahur 2002 Momor 2, Tanbaban Lembaran
Negars Repubdik Indonssis Nomor4189%

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 tentang Pel-
akzanasn Hukum Acars Bldans (Lembaeran Negara Re-
publik Inglonesia Tabon 1888 Noraor 236, Tambahan Lem-
baran Negars Republik Indonesia Nomor 3253);

&, Peratursn Pemerintah Nowor 87 Tabhun 1998 tentang Per-
aturan Jabatan Pelabot Pemmbual Akis Thnah Lembaran
Negors Republik Indonesia Tehun 1888 Nomor 58, Tam-

7 PENVOL oo 1,57, 5 2008
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bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome;
3746);

8. Kepulusan Presidern: Nomor 70 Tahun 2002 tentang Or
ganisasi dan Tata Keria Kepofisan Nepgara Republile In
deonesia;

Maka PEHAK PEATAMA dan PIHAK KEDUA telah sep
sham membual Nota Kesepahaman untuk melakukan pem
binaan dan meningkatkan prefesionalisme, serta saling
membantu di bidang upaya penegakan hikum, yang dilan
dasi profest, jabatan, dan kewenangan masing-masing e
suai ketentuan perundangundangan, dengan ketentuar
sehagai berikal:

1. Parz Pihak senantiase menghormati den menjega ke
mandirian masing-masing pikak dalam melaksanakay
tugas, iabatan dan profesinys, dengan selalu meneali per
atuman perundang-undangan yang berialou,

2. Para Pihak setuju menyelenggaraiten pertemunn berka
iz, menurul ingkal dan jendang stroltlur crganisasi s
ing-masing, guna lebih meninghatitan hubangen Rer
jasamsz & bidang profesiongiisms dan penegakan hu
kum.

3. Paras Fihak secara bersama-53ma fdapat melaksanakar
penerangan dan penyuluban hukam uniuk lebih men
ingkatian kesadaran dan Katastan hulcum musrarakat,

4, Para Pihak senantiass zaling membaniu dalam men
ingkatkan mutu pelavanan kepads masyarakal,
pengetzhuan, menambeh peogalaman, mempertias wa
wasamn, kualitas pribadi, dan leualiias profesionsiisime,

b. Apabila terdapal perbadaan pendapat dalam penafsirar
terhadap pelalksanaan tuges serta wewenang PLHAR
PERTAMA dan PIHAX KEDUIA, maka penyelesaiannys
ditempuh melalui falur kongultasi secara institusions
dan berienjang.

6. Hal-hal yang menyangkut magalak tekeis sebangl pelak:
sanaan dari Mota Kesepahaman int, dijabarkan lebih lan
jut aleh Para Pihak dalars bentul Lampivan yang men
jadi bagian yang tidal terpigahkan dart Note Kesepaha
man.

7. Para Pihak berkewajiban mensozialisasilan Nota Kesep
ahaman inl dan Lampirannya kepada selurah jajaran
nya

Nota Kegepahaman int mulai berlaku sejnk tangsa
ditandatangani, dan dibuat dalam 2 {(dua) ranghkap, masing
masing bermaterat cukup yang mempunyai kekuatan hu
kum yang sama.

Repala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Drg. Butanto

Ketua Umum TPPAT
Arry Bupratng, SH

Bekretaris Umum
Sru Rachma Chandrawaty, 8H

, Ni Ketut Apriyanti R., FH Ul, 2009
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Lampiran Nota Kesepahaman Antara
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan
[katan Notaris Indonesia dan lkatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

Mengseu kepada Nota Kesepahaman antars KepoBsian
Hegars Republik Indonesis dengan Ikatan Notarie Indone-
sia No. Pol: BA030/VIZ008 dan MNomor: DIALOTPPDER006,
tanggal 9 Med 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian
Megara Republik Indonesia dengan Thatan Pejabat Pembazat
Akta Tariah No. Pol: Br1035/Y/2008 dan Nomer: IS/FPIPPATY
Y006, tanggai § &ei 2008, terdapat beberapa hal vang
menunjang pelaksanaan tugss pokolnya. Beberapa hal ;-
maksid dapat didabarkan sebagal beeikut:

BAB {
Ketentoan Umum

Pasui ¥

{1}. Penyidic Polri sebagal alat Negara penegak hukum mem.
punyai tugas den wewenang melaicukan tndekan-tingds-
kan hukum terhadap seseorarg yang diduga teriibat oleh
suatu peristives pidans sebagaimens dizfurdaiam Kitab
Undang-Undang Fuloun Acara Pidans (KUHAP) dan Ui
dang-Undang tendang Kepolisian Negara Bepubhk In-
donesiaserta Perandangundangar Jainnya,

{3y Tindakan-tindakan hukum yang dilsladon Penyidik se.
bagaimans dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggi-
Yan, pemeriksann, penyitaen dan tirdakan Iain menurat
hukum yang bertangaung jewab sesual Pagal 7 ayat{)
huraf | KOHAT dapat juga dilzskakan kepada Notaris.
PPAT baik selaku valesi maupun tersangks, lerutarns
dalam kaitan suatu tindakan pidans Jaiam pembuatan
akcta NolarisJ*PAT, sesuai dengan ketentugn Pasal 65 Un.
dang-iindang tentang Jabatan Netasis. =

¢3). Notaris-PPAT dalam kedudukannys selaku Pajabat
Uirmum diberi wewenang uniuk membuat skta ctentik
sesual ketentuan Pasal 1868 KUBPerdata, dan berdasay.
kan Undang-Undang, Nolaris-PPAT mempunyss kew-
jiban dan wewenang unisk memperiahanioan sumpsh
sabatan, merabasiakan seppls sesustumengenaiisi akia
yang dibuatnys, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT 4.
Iakukan sesuat prosedur vang ditentukan oleh Undang-
indang

BAB I

Peleksanuns
Bagian Kesatu
Pemanggitan
Pasai2
(11 ‘findaken pemanggilan terhadap Notaris-FPAT harus
dilakukan secarateriulis dan ditandatangani oleh Peny.

jdile.

(). Pemanggitan Notaris-PPAT dilskulan setelah penyidik
memperoleh persetifuan dan Majelis Pengawas yang
merupakan suatu badan yang mempurnnval Rewanangan
dan kewajitan untuk meloksanzkan pernbinaan dan s
gawasan,

(31 Surat Pemanggilan harus jelss mencantumian alasan
pemanggilan, statuys yang dipsnggil (sebagal soksi atau
tersargka), wakiu dan tempat, seria pelaksanaannya te
patwaldhg,

{4). Surat pemangyilan diberikan selambatiambainya 3 {tdga)
hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 Giga) bari
zrhitung seiak langeal diterimanya sural panggilan
jereebut sebagaimans fang fercatat dolam penerimasn
untukmempersiapkan bag Notasis. FPAT vang dipang-
gil guna mengmimpuikan detz-dataibahen-baben yang
diperlukan, -

). Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah manurut
hultum, maka Notaris-PPAT wajib untutk memenuhi
panggian Penyidik sehapaimans diatur dalam Pagal
112ayat{2)KITHAL

(6). Apabila Notaris-FPAT yang dipengygil engan alasan sah
menurizt hultsm tidak dapat memenuhi pangpilan Pe.
nyidik, maka Penyidik dapat datang ke kantorftempst
kadiaman Nolaris-PPAT yang dinanges unduk melaku-
kan pemeriksazn sebapaimana diatur dalam Pasal 113
KUHAR

Bapian Kedun
Pemeriksaan Notaris PPAT
3 Pasal3
Dialam hal tindakan Penyidik uniuk melakukan perner-
iksann Notoris-PPAT vang berkaitan dengan suatu peristivg
pldana kinssusnya yang berkenaan dengan akta-akia vang

shbuat mengacu kepada Pasal 7 ayat (1), Pagal 118, Pasai §17

KUHAR Pasal 224 KUHE Undang-Undang tentang Jabatan

Nataris, dan Petuniuk Mahkamah Agurng Republik Indone-

wia No. MAPemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, antara lpin

sebapai berilopt:

a Notaris-PPAT yang akun diperilesa alen dimintal keteran.
gan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebapai
saksi atau tersangka terhadap akta-alkda yang dibuainya
danfatau selaku Pemegang Protoko};

b. dalam kedudukan dan peranriya sebagai gaksi, maka po-
merikzaan lidak poerlu dilakukan penyurmpahan Kectali
sukup kuat alasan bahws fa Hidak dapat hadis dalam pe-
meriksasn di gsidang pengadifan sebagaimana diatur
dalam Pasal 118 ayat (1) KUHAPF;
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PASAL

(Lamjutan)

o, Nolaris-PPAT berhak mengelabui kesaksian apa yang
diperizkan oleh Fenyidik dan/aiau leniang sangkaan apa
vang ituduhban kepadanya;

4. sedapal mungkin peineriksasn dilshukan ofeh Penyidik
kecuzli lerdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat
dimengertt maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pe-
nyidik Pambanlu:

e. pemertksaan dilakukan di temgprat dan waktu sebagaima-
natersebutdalam surat pangeitan atau diternpat dan walkdbu
yang telah disepakati antara Penyidik dan Noteris-PPAT
yang dipanggil seguai dengan alaszm yang sah menurut
Undang-Undang;

f. Notaris-PPAT yang dipangpil sebagal aaks&, waiih hadir
dan memberi keterangan yang diperiukan terdang apa
yang dilihat, dikelathui, didengar don dialans dalamobyelt
perneriksaan (peristiwanys) secars bonar dengan meng-
ingatsumpat jabatan doen ketenivan-ketentuan Undang.
Undang Jabatan Nobaris sesta perundang-undangan lain-
fak A

g. dalarn kaitannya dengen Bumpsh Jabastan Notaris PPAT
{Pasal 4 ayal {2}, Pasal 16 ayat (1) huraf o, dan Pasal 54
Undang-Undang Jebatan Nolaris), Notariz PPAT dapat me.
minta untuk dibebaskan dari kewpjiban memberikan Ret-
arangan sehagat sakel sebagabmins diatur dalem Pasal
178 KUHAP atau dapal mencieX memberikan kelermngan
sehagaimana diatur dalum Pasal 120 ayat (B KUHAPR;

h. hak inghatolah Noluaris PRAT dapatl dilepaskan dami
kepentingan hultum atau kepentingan umum yang lebih
tinggt nilainya dar kepertingen pribadi yanz berkaitan
dengan st aleta alaupun berdesurloan adanya peraturan
umum yang memberikan pengecuslian sehagaimana dita-
gaskan dalam Pavsal £ ayat (2), Pasal 38 ayat (1) huruf e,
dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notars;

1. Notaris-PPAT vang disenwka melakukan tindakan pidana
berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendap-
at bantuan hukum sebagaimans diatur dalam FPasal 54
KUHAP atau didsropingi oleh Penguarus INTL-IPPAT ber-
dasarkan surat penugasan;

J- pemerilsaan terhadap Notaris-PRAT dilakukan tanpa adan-
ya tekanan dan paksaan dari penyidik/petugas;

k. dalam hal Notaris-PRAT vang diperiksa sebagad tersangia
dan tidak terbulkli adanya vrguransur pidana, mala Fe-
myidik wajib menerbithen Surat Perintah Pemberhentian
Penyidikan {§FP3) datarm wakby secepat-cepainya seislah
pemerilcaaan baik saksd, tersangka mausun alat bukti din-
vatakan selesal;

3 Bagian Betiga
T Penyitaan Akla Notaris PPAT
Pasald
{1} Tindakan Penyidil berups panyvitaen torhadap Alla N
taris-BPPAT dandatou protoks! yang ada dalam panyim-
panan Notaris-PPAT untuk membuldilan perlera pidan-
anyadanfatn: ketetibatan Nolarle PPAT sehagal tersang-
Ra, traka Penyidik harus memperhatian prosedur see
bageimana dialur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ja.
balan Notaris serta Petuniulc Mohlamah Agtng R Ne.
M APemb 420785 tangael 12 Apri] 1684;
{2}. Tata carz yeng diterysih dalom penyitaan sebagalmeana
dimaksud pads aval (1) adalab sebagai berikiut:
a. penyidik mengajuiten peemohonan kepada Majelis Pen-
gawas di temipat kedudukan Notarig. PPAT yang ber-
sangizutan berads;

76 RENVO! Nmmor 187 JUN 2008
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b, surat permohionan tersebut menjelaskan secara rined rele-
vansi dan urgensinya unituk membuka rahasia suativminu.
ta akla Notaris-PPAT, demi kelancaran kepentingan prog-
es penyidikan suaty perkara pidana;

c. dalam mengajulan Surat Permaobonan kepada Majelis
Pengawas, Notaris-PPAT vang bersangkuian wajib diber
tembusan, dengan demildan Nedorls-PPAT dapat recm-
berikan pertimbangan kepada Mejdliz Pengawasg, baik
dimintamavpun Bdale

d. zpebiln ferhadap persetujusn Majelis Pengawas ssbogaim-
ane dimalcsud Pasel 8§ Tindang-Undang Sahatan Notarls
diberikan, maka penyidik diberikan folo kopimimitasitia
danfatau surat-surat vang dilekathan wada minuta akia
atayu protokol Notasis dalam penylmpsnan Notarls, sele.
sk disahkan sleh Notars-PPAT vang bersangkutan se
sual dengan ssBinye den dibust Berila Acars Penverahan.

&, dalam hal diperluban pemerikesan laboralorium terhadap
rainuta akia danfatau prelokol Notads dalam penyimpan
an Notaris, maka alss izin Mazlcls Pengawas, Notaris PRAT

dan Penyidik bersama-sama membawa bundel minuta,

akiatersehut ke Laboralorium ForensiiiLablon) yang 1o
iah diteptulan. .

BAB i

Pembinaas dan Penyutohan
Paenl b
{13, Balam rangka meningkathkan hemarmpuan dan profesion-
alisme masing-masing piliak dilakukan pembinaan.
{2}, Guna kepentingan penegakan hukum dapat diadakan
penyuluhan hukurmn secsra bersarma demi meningkat.
kan kesadaran dan ketaatan hulum magyarakat,

BAB IV

Parulup
Pasal g

Lampirap Nola Kesepahaman ini dibuat dan sditandatan-
gani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun s&bagmmana dize
butkan pada akhir Lamgiran Nota Kesepahaman ini, dalarn
rangkap 3 (11533 asli, masing-masing bevmateral enkup duan
mempunyat kekuatan hulonn mg suron setelah ditandatan.
gani PARA PTHAR -

Demikian Kegapakatan B&tsma i bt dangan g
mangat keria sarna vang balk, untuk Sipatubl dan dileksan-
akanoleh PARA PIFAK

Kepzala Kepolisien Negarg B
Brs. Sufanto -

KetuaTmom INI
Tien Norman Labis, §H.

Sekretaris Umum
Advian Djuaini, 8K,

Ketna Umuem IPPAT
Arty Supratne, $H

Sekretaris Uniom
Sru Rachma Chandrawaty, 58
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Nasional

Memang, gegala bentuk kesepaka.
tar dan perasturan di bawsd: undang-
urdang, pada dasarnya undek pada
ungdang-undang ite zendirl Seperii
diketahul, “Mel¥ ditujukan upiuk
melancarkan proses hukurn, Mol dils-
hirkan bukan sntule kepentingan per-
eeangan, melainkanuntk membangun
gigtemn halowm,” ungkap Kabid Humas
Polda Metrojays, Kombes Fol. Drs.
Ketot Unbung Yoga kepada RENVOI 8
ruang kerjanys.

Menunstdia, harus Sibedakan fung-
si notaris sehagal pelayanan publik,
kadang biza berparan sebagai olmum.
Katika dia berperan sebapgal oknum,
tenty polisi akan berpegang pads afu.
ran peérundsngan yang Hnggl yang
mensungi tugay kepolisian, Artinya,
suaty delik ataw perbualan pidang it
dizwall dengan nist yang tidak baik,
niat jahat, terus ada langkahdangksh
yang dilakukan unhdomewnisdian idy,
baik sendiri maupun kerds sama.

Tialam kaitan Moll veng telah ditan-
datangi, tentu tidak bisa melindung
notaris lka yang bersangkutsn
melakukan pelanggaran hukum, Se-
Jauh it Hka hanya mernvargicat admin.
istrasi Renolariatan, jelas herlaku apa.
apa yang digariskan dalam Mol tecse-
Bt

Sebagai oknum, notaris Hidak bisa
berlindung di balik MolJ atau agapun,
jika sudah menyanghkut delik hukum
pidana, Oleh karenw iy, agar tercgpai
persamaan persepssi, harus dilakekan
kemunikasi dan koordinast agar islag
hatasan yang telah digarigkan dalam
MY tersehus.

Poligi dalam memanggil notaris—
sebhugal saksl tepikat—dibatayi oleh
walkty, apalagi jika mengilst Bmit
masa penghanan seseorang tersangka.
Untuk ihu dibutuhkan kesadaran hye
kum seluroh masyarakat, termasulc di
dalamnya notaris PPAT Yaitu, kesada-
rag, pemabaman dan partisipasinya, 81
dalam penegetran hukum. “Apsbils ada
wargs nagara yong tdak herkomiimen
untuk v, lenfunys periatanan huloum
#u alan terhambat” katanya,

Polisi tidsk kisa bekeria dengan
ik, tanpa partisipasi dan kesadaran
huleam yang balk dard masyaralkat,

. Bukum hakal tidak bisz diegakkan.
Apabilajelasjelas higa dibuktikan bah-
wa seseorang menghambat proges hu-
kum, sesual dengan kewajiban hulu-
finya, by jiga kens sanksi pidana,

Mengenal keluhan atas pemanggi-
lan potaris, Ketut Untung YWga men-
gataltan kalau belum jedas statosnya,
seseqrang aken Hpanggil sehagai sak-

MoU INI-POLRI:

LAMPIRAN ¥V

Bukan Menghambat Hukum

SEMUA aturan perundang-undangan, termasul sturan penyidikan seperti
dalam nota kesepahaman {MoU) Polrl-INI beberapa waktu laly, adaiab
salah satu bentuk komitmen untuk penegakan hukum, Bahwa dalam
pelzksanaannya teqddi berbagai kendala, itulah yang harus segera

disikapi.

£ Iehik duln. Kecuall jiks yang ber-
sangkutan jelasgeias didaporkan se-
hagai tersangka oleh seseorang, Kalau
untik penjajagoen atau penyidikan, bi-
asanys dipanggil sebagai sakst atan
sebagat ieriapor

Tentang mekanisms pernanggilan
nofaris sebagal saltsi, polisi fidak bisa
lepas dari peraturan perundangan,
Dalam undang-undang sudsh diatur
dﬁﬁgﬁﬁiﬁaﬁa risalinya, P&ﬁgﬁﬁaﬁ per-
tamna, kedua, dan dilakuken penjem-
putan apabila Hdak mengindahkan
panggilan kedua. Panggilan ketiga di-
sertal dengan surat perintah membar
‘wa yang bersangicutan,

Oleh sebabhitu, seberapa cepat pun
keinginan polisi untek menyelesaikan
masalab, kalau vang zkan dilibatkan
it tidak kooperaitf, tentunys penega-
kan hukurs bakal terkendala. Yang
penting, sermua pihak harus berkonit-
men. “Kita mengambil bagian sesuat
dengan pevan dan fungel pelayanan
kepada publik masing-masing. Apa-
bila ada masaiah yang berkaitan den-

gan mekanisme penerapsn hukum,
kita harug menialankan kewajiban se-
bagaimana layaknya. Kila tidak beleh
berkiblat pada peraturan éi bawah un.
dang-undang yang sifatnya mengham-
batundangundang tersebul” katanya.

Jadi, setelah undangundang it
ditetaplan dan disahkan oleh legisls-
if, siapapun 3erikat dengan ita. Perta.
ma-tama barus mengert dan mema-
hwmi, mau belajar tentang shuran iy,
agar Bdak tevjadi salah paham tentang

.aturan tersehut, baik dalam implemen-

tasi malipun pelaksanaannya.

Dalam hal Moll Polri-B¥, aturan
itu barus diserap atau diraspone oleh
insfitust tersebut. Masalatinya, jika no-
faris Hidak pernsh berpanti, pejabat 8
kepolisian siiik bevganti Naroun, poli-
siharus sizp dengen kondisi yang ads,
karesva sudab ngasnya.

Sebenmrnyn, kalau pemahaman dan
aplikasi dari undangundang itu sudah
bagus, tidak akan timbul friksi, tidsk
banyak perbedaan pemabaman. Dalam
undang-auzwiang sudah ada panietacarn.

oo § 57N Febeurt 2308
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nya; apabila dari penjelasan Hdak juga
dimengerti, momungkinian diperlu-
kan nota kegepahamanan. “Iu merg.
palcar kesepakatan dard institusi yang
melaksanskan undang-undang it tan.
o mengurangt makna pelaksanasn
hokurn itu sendisi,” katanyn,

Adalcah kesepahaman tersebut pes-
1u dievaluasi atey tidak, tentu tergan-
tung padakondisi yang ada. Kedua bie-
lah pihak bisa melakukan evaluag,
perlu Hdalmya Mol it direvisl, Tapi,

yang larpenting, harus bisa membeda-
kan mana tindakan instituzi tanpa ada
pangareh kepentingen individual, dan
mana yang merupakan tindakan
oknur. “Nah, ity yang haras dibada.
kan,” ujarrya,

Penyidik juga deenikian, jiles sulah
melakukan sesual tugas dan kewenan-
gannya, dia harus dihormati, Sebaiilen-
¥, ika menyalahgunskan kewenangan
sehagai penyidik, din melakukan pel-
anggaran huborn, dia tidek bisa menge.

W G MUY JOM MO SCUVR W WL WM M W CEDNO ETOST JURR SRR CSANEE SO EEN NN NG JUUSE W TR SN

Ketidakpahaman atau Jebakan

PENGAWASAN dan periindungan terhadap notaris adalsh tugas Majelis
Pengawas Notaris (MPN}. Namun, fungsi MPN inf kurang maksimal. Sebab,
banyak notaris yang pada awalnya cuma sebagai saksl, belakangan
herubah status jadi tersangka. Ajesekjuga.

Oleh sebab iy, fungsi MPN dipert-
anyakan: "Sejauh mana MPN mern.
Jalankan fungsinya untuk menge-
Hminir masalah ini? Apulagi, MPN
memiliki kewenangan memberikan
izin tidaknya pemanggilan notaris oleh
pihak kepolisian. Jadi, sudah afisien
dan efekiifican fungsi MPIN?

Sefuniah pertanyaan it terisntar,
karena selama ini pihak notaris ielah
maloksanakan jabstan sewuat UUIN.
s mernbuat akkta vang dikehendald
oleh masyarakeat, telals sesual proses
dan progres secars formal. Misaloys,
para pihak menghadap, para pihak
sudah bertanda tangan, dibacakan dan
sebagairys, 3 hadapan notaris dan sak-
sl-gakst,

Ternyats, walsu aturan 6w zudeh
komplet dipenuhi, helakangan terjadi
persoalan hukum di antara parapihak.
Kasus ind terkait dengan perbuatan
hukum yang teriadi antara kedua be-
iah pihak, Seharusnya, Rapasifas no-
tarig bersangkutan pada saat proses
penyidilcan sfaupun dalam persidan.
gan banya menguatkan Resaksion bah-
wh memsang para pihak ini telah
melakukan susty perbuatan hulum
yang dimaat dalan slketa otentilk yang
dibuat di hadapan notaris,

Namun, tak jaeang, pihak penyidik
dan kainksaan, $dak paham terhadap
kapssitas notaris yang hanya sebatag
sebagat saksiuntuk menguastkan ket~
erangan. “Adakalanya notaris vang
tidak tahu spa-spa, dijadikan tersang-
k" kata H. Dhody AR Widjajastmad.

H.Dhady AR Widlajaatmadfa, SH

Ia, 8H., Notaris/BPPAT Kabupaten Beka-
ui.

Berdagarkan bulkti dan fakta yang
ada, ssharusnya MPN bisa menge-
Liminir atau rmemfilfer hal-hal yang
sebensrnya fdak harus teriadi, Sebab,
notaris telah menjalankan fungsinya
dengan henar Keouali dia tidak benaz
Sehingga memuneulkan perianyaan,
“Apakah MPHM ity biss mengayomi se-
cars subyekiif, sepertl yang diharanp-
kan oleh para notacis. Di Seatan Dolcber
Indonssia, meski anggotanya didugs
melskukan malaprakiek, organisasin-
Y tidal lantas jkut-ikatan memvo-
nis."

_LAMPIRAN VI _

iak darl hukum. Tidak ada yang kebal
hukum.

BSekarang ini modus kejahatan
ko eanggih, oleh karena ita notaris
harus bisa mengedepankan prinsip
kehati-hatian, Memang, di satu pibak
kenotaristen 3tu adalah aspek formal,
soal kepesrdatasn, tapijuga harus hati
kati, karena segala sesuatunys mu-
ngkin terjadi. Arlinya, notariz harus
bisa sinkron dan meraahami segala se-
guatn diwilayah kerjanya.

o Toma

Sepaniang notaris Hdsk melakekan
pelabigraran dalam proses dan progres
pembuzatan akia materiil adalsh buban
kewenangan kitz. Pihakt penyidik pun
pernah mengataicen, seseorang datang
dangran KTP palsy, handaittiya notanis
huatkan saja akisnys. Barena notaris
tidak moemiliki kewenangan untuk
menyeiidiki sejaub mans kesstan dard
KTP tersebut. Bila terisdi soatu per.
maszlzhan atan timbul kasus, penyid-
ik hisa membalikkan faktta ind. Kalay
notarisnya Hidak paham, meka akan
kebingunpandan kelimpungor, kalau
falcta tersebut diputarbaliklan., .

Alhirpya i notaris dijadikan ter.
sangka karena disnggap membariy
turat serts merugikan pihak keliga.
Bils terjadi persoalan seperti itu, apa-
Jeah MPN bisa membarnta atau raelind-
ungi notaris? Pemah puls sda kejadi-
an, secrang hakim mengatzslan kepa-
da notaris jangan seltadar formal sia,
tapi materill Jugas dilihat. It dikats-
kan karena ketidakpahaman hekim
astan memang sebush kesenpajann yang
hartuiyan menjebak zi notaris.

Agaknya, dalars rangkn proses
penyidikan, ferkadang polisi melaku-
kan halsevups. Jadi, selama ind, mare-
ka selalu menyedepankan fnkia ma-
terill. Sedangkarn notaris hanya berpe.
gang bukti formil saja "Kalag kita di-
kaitkan dengan materiil dan kerads-
an dlindikasikan ficut terlibat, dan
ahiirnya dijadikan tersangka, bisa
tidak MPN ind memilah-milah, mans

yang dianggap perli atau mana puia
yang tidak perlu mmgeiaarkan izin,”
katanya.

Sebenarnya, jika formil sudah ter.
pannhidan sudah benar, noléris aukap
diposisikan sehagat saksi saja. Recuall
memang ads bukt keterlibatan notaris
terhadap muncuinys sebuah kasus.
Memang hal ini bisa dimungkinkan,
kalas notaris menyalahgunakan jaba-
fan untuk kepentingan pihak ketiga.

» Tolus
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Pergeseran Habitat Notaris
Akibat Kesalahan Sistem

JABATAN nataris dalam sistem kenegaraan berada dalam hukum privat,
bukan hukvm publik, Hukum privat yang dimaksud, yaitu €i hidang hukum
keperdataan, Kalau fidak di bawah hukum publik berart jabatan notads
tidak di hawah pemerintahan. Sedangkan hukum privat ity sendin semula
dijalankan sleh negara. Berhubung negara tidak blsa menjalankan fungsi
tersehut, maka jabatan itu diberikan kepada pelabat umum bemamsa

notass.

“Yenlah veng melatarbelakangi
adanya tshatan notariz,” kata Doddy
Radiaza, 85, mantan Koordinatoer
Bidang Pengayoman PP INI. Kini
sisters tersebut tefah berubah, notaris
tidak di hawah gistem Retadanegsraan,
mefainkar: di bawsh mentert ataw ¢k
bawsh ekseloatif, dan dengan sendirin-
vadibawah hukum publik.

Kondist ini sangst menvedihlhan
karena notaris tdek lagi pejshat yang
¢ independen. Ssharusrys ia bebas dard

tekanan sermua pibak, namun ken-
yataannys tdak biga, kavens ada ked-
ergantungan notaris terhadap pihsic
pihak tarfenty,

I ferisdi Karena Eesalaban sistem,
Padahal, dulu, sistemnys sudah ada,
tapi sistemnys belws sempuina seh-
ingeatidak lagi sesual dengan kondizd
kekinian. Sebenarnya tinggal dilaicu-
kanpenyesusian, UYpaya menyempr-
kan stau penyesugisn sisters, hustru
rpalah mengubah sistem yang felah
ada., ,

Dampalr 2arl kesalaban sistem
tergebut, akts notaris yang semula
merupakan produk hukurs, kini han-
ya predulcadministrasi belaka, Sching-
£a Hka teriadi kesalahan dulam pem-
huatan akta tersebut, notaris bisa den-
gan mudah terkena delik perkara,

Tidak mengherankan jikaldint ban-
yaknotaris dipanggii pihak kepelision
menyangkutalkia yang dibust. Dengan
kondigi tersebut, tenlunya tinggal
bagaimena nolaris dapat melindung-

Jkan dap mengayord din sendini. Une
kit menurut Doddy, “Merelky hams
kembali ke khitohnya dan harus me-
mehant Uil terlebih dahuly, sebelum
jadi notaris. Jeangan mengilout kebi-
asaxr-ebiasaon yang ada, yang sebe-
sarnya sturannya tidakc demikian.”

Apakzh pergomian tinggi (PThikut
merymbang lerwujudinya kondisi sep-
erti ind? Kalau PI tidak adakaitan, Tni
digebabitan oleh hulom yang semakin

;‘!"w' i _'_.." e
DoddyRadjzsn, SH.
berkembang seiring dengan per-
ksgnbangan 2aman. Oleh karena itu
kembali pada pemahaman para calon
nobaris i sendint, Setelah diberd 3imu
oleh P1 tentunyva diabarags pahamapa
yavig akan dilakukan menyangkut pe-
kerjsannyn schari-hori sehagai seorang
netaris, Kala: ragn-raga sebaiknys ion-
gon dikceriakcan, Sekarang ini, mesld
ragi-ragy, terhadanyg distleat terus,
Kesalahan sistem fersebut, didsti-
Iahizan Doddy, sebagai pergeseran hab-
Bat notaris, Pergeseran ity perlu dite-
gaskan kembal, kalaunotarisada di
dalam bidang hokun privat, semesti-
nye dibawah kepals negara, bukandi
bawah kepala pemerintaban,
Memang secara administrasif bet
wl, diatur oleh Departemen Hukum &
HaAM. Tapi, untuk roasalsh produlc b
kwnnya, seharasnys di bawah penga-
wasan pengadilan atan MA. Karena
sicta yang dibuat notanis adalah prodek
bulcum, bukan produlk administrasif,
seperd yang terjadi sekarang ind,
Dalam hukum publik beraril posi-
st notaris tidak lagi diberikan oleh

negsra. Dleh karena itu, scharusnys

LAMPIRAR VEI

natards sudah tdak berwenang meng-
gunakan lambang negara Biini, Kare-
na kedudukarn dia di hawah Dirjen.

RKondist selkarang ini, sebalumnya
parnah ditalis oleh G.H.8. Luambang
Tobing SH., dalam bukn Peraiuran Ju
hotawn Notards. Tulisan tersebut men-
jelaskan bahwa notarig tidak ber-
weneng membuat akta di bidang hu-
kurs publilk, melainkan berwenang
dalam pembuatan akia dalam bidang
huloum perdata,

Borkaitan desgan i, dijelaskan
Doddy, Lumban Tobing mempertany-

akan scal pengangkatan nofaris oleh -

Menteri Kehakiman Qentcam AN
yang sebelumnya dilakatkan oleh ke-
paianegara{1954). Atss dasarspa Men-
tari Kabakimean menpgangkat pars no-
taris, itu yang belum jelas alasannya.
iahui adanya susta U atau peratu-
rin Inin yang memberikan wewenang
ataupun melimpahkan wewsnang itu
kepada Manieri Kehakiman,

Masih soal fulisan Limban Tobing
yang bunyinyz “Para notaris dapst men-
Ialan tugas dengan bebas tanpa dipen-
garuki olsh hadsn ehasinutif maupun
badan lain, dengan penegasan ini, maka
netars idak akan telodt mengaiankan
iabatannyn. Sekarang terbalile, karena
dewasa int penganghetan notaris di-
lakukan oleh Menterl Kehakiman ™

Aps vang dissmpaiken Lumban
Fobing dalam buku PIN tersebut, kini
kenar-benar isrjadi dslam profesi o~
taris. Notaris zeaps itali merasa Khawat-
ir dalare menjslankan tugss jabatan-
nya “Falind juga dampak dari kesala-
han sistemn,” fapas Doddy

Mesk: dalarm menjalankan jabatan,
notaris dilindungi oleh Undang-tn-
dang Jabatan Notaris (LIINL, ramun
kenyataan rasa kekhawatiran Bumasih
telap sala ada. Pedahal, seharugnya,
yang bernama 170 profesi harus medin-
dungi profest yang barsanghkutan s~
wava dis bekeris aman, tidak ada
Yekhawatiran dalam menizlankan fu-
gagdan jabalannnya.

" Rassamon dan tanpa kekhawatizan
itu, seharusnya diperoleh notaris, ken-
vataannya maiah sebalifmya,. Manaka-
BUUIN mengamanstioan pengawasarn
netavie fu dilaksenakan olel Majelis
Pengawasan Notaris 34PN), malahan
semakin boriambal rasa kekhwativg:
para ndaris den justen maish sangat
mersgiiaan notaris dalam menjalankan
jabatanmys.

Eembaga MPN dengan mudahnys
mengizinkan seorang notaris untulk
dineriksa pibak penvidik, Kalay no-
taris dengan mudahaya setiap saat di-
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panggil polisi, kapan diz bisa bekeyja
sebagai notaris dengan tenang? Untuk
itu, Doddy mengusitikan agar penga-
wasan potaris dikermbalilas pada pen-
gadilan negerl. Pertimbarnigan da, akia
puntan notaris merupakan produlc hu-
keumn yang dignrsakan untuk kepentin.
gan hultum, sepantasnya pengawasan
Hut di bawah pengadilan Karens semua
slat bukd yang kita buat bermuara Re
pengadilan, bukan ke Depatemen Fuw

kum dan HAM,

Sedain itu, gidbat Gari kesalahan
meminiat akla, notaris bisa terjerat pi-
dana. My bisa terjadi karena & dalam
THIIN tidak diatur aspek pidananya.
Padshal, yang hamanya TRT profesi by
adalah UU khusug, sehanusnya menge-
nyampingkan ketentuegn umuam. Se.
harusnya di dalsne WU profesi it dia-
tar menigenal aspek pidananys, tern-
yata dalam (YOI tidak distur, sehing-

Tidak Sekadar Membuat Akta

ADA tiga motivasi jadi notanis, Pertama, jadi notaris demi menlalankan
peraturan perundangan yang bedaku. Kedua, jadi notaris hanya sebuah
gengsi Jabatan, Dan keiga, Jadi notaris hanya demi otientast “dagang”.
Kriterla terakhir infiah yang umumuya menimbulikan pemoalan tersendgid

bagi komunitas notans.

Maghi pohiam peraturan, meteka
tdsk memaham apa acti sebenamya
nctaris. “Akibatnys, begitu menjalan-
han jabatan hanya apa adanya Meveka
hanya mengiinst keblagann para senior
sebelurnnya, dalam membuat alis”
wisr mantan Koordinator Pengayoman
¥ ¥, Doddy Radjasa 8H., yangiuga
notaris Jakarta Selatan.

Kerissuan Doddy Badiaza ind, se-
belumnys telah diprediksi oleh G.H.S.
Tumban Tobing dalam buku Peaiu-
ran Jabotan Notoris {(PJN). Intinysa,
“Lanbat lem orang-orang vang tidak
purtya keahlian 4 bidang notards akan
menjadikan jobaian notaris sebagal
pencuharian, Puniz akan mengalami
kehancuran ksrepa kebodohan para
notarig. Ralau sekall teriadi kemore-
soian, maks untuk mermperbaiki altan
gangat memearlukan banyak wale
t& . L1

Pendapat Lumban Tobing dan Dod-
dy adalah sebuah kenyataas, kind Be-
rarh, kondisikenntarisan benar-benar
memperbatinkan. Pertama, kurena
bapyak notaris yang $idek memghami
ientang jabatan potaris 30 sendire.
Meslcdpus merekaterkadang memaha-
rd peratursn, tetapl dis tidak paham
notaris it apa sebenarnys. Sehingpa,
datam bertugas sering melakukan pe-
langgaran. Kalsue terjadi pelanggaran,

dia tidak bisa membadakan mana pgl-
angearan materind an marns palong-
guzan foymal. Bukiinya, banysk notars
terkena delik perkara dan dipanggil
polisi untuk memberi kesaksian ter-
hadap alita vang dibustrys.

Persoalan yang sama terjadi pada
Bajelis Pengawas Notaris, Walaupen
mereka diberi kepercaysun duduk ge-
bagal pengawas notaris, pamon kurang
memaharnt haleleat jnbatan potaris,
Alibainys, Maielis Pengawas dengan
rmundah mengizinkan pemanggiisn ne-
txris, baik sebapgsi saksi meupun ter-
sangka.

Padahal, kalan mereka memaha-
it aleta yang dibusat notaris berdasar-
kan kginginars para pihak, dar iba idsk
ada bedanyadengan berita acara yang
dilyrat oleh polisi, yakni berdasarkan
keterangun para saksi, maka sahans-
nya, Majelis Pengawas tidak periu
memberi izin kalau akta yang dibuat
notaris tidak ada ingdikasi pelangraran.

Sebaliknys hal ind juga harus di-
pahami pihak penyidik. Earena zpa
vang ditergngkan stau yang gitulis
dadamm akta, kalsn kelerangannys para
pihalk; tidak benar, maka notaris idak
harusikoibertanggung jawab terhadep
isinicta tersebut,

Dasay notaris untuk membuat alat
bukti itq diatur daiam KU Perdata

ga beriaku ketentuan emum. Duly,
dalam Peraturan Jabatan Notaris dig-
tur aspek hukumnya, yakni masak
dalam pidanadenda.

Kesalahan sistem akan tepus terjadi,
marnakala tidek disadarigleh komunitas
notaris, Gleh karenaitu, Doddyberharsn
ada kegadaran dari paranotaris maupun
organisasinyauniulomelakukan evalagt
dan roengadakan peradbabinn. ol

N Toins

Pagal 1866, mengenai pembuktian dan

seterusnye. Selal satu pasalnya adalah |

1858, vaitu membuat akta dalam ben-
tuk olentik, Otentik zkts ini harus
mampunyat Hga syarat, yaitn akda yang
dibuat oleh pejabat, peiabat ibu ber-
wenang membuat akta, dan akta Bu
ditantukan bentuknya oleh UU. Un-
fuk mengatur tige syarat tersebuf,
dibsratiah di dalam TN, vaita men.
yanghul siapkeh sotarls itu, bagaima-
nacara pengangkatarnys, Jalubagaim-
ana mengenat akianya, bailountaic dig.
impan praopun intuk digundkan dan
splgrasnys.

Sekarang ini berbagal pengertian
i begity singkat dan tidak jelas. Hal
semacam ifzlah yang sebenarnya per-
Tu dicermatl lagi. Apa, sih sebensrnya
“Winateng” notaris Hu? Kits harus pa-
ham duly, bulannys sekadarmembuat
akiz, Beorang rotards it 2daish mere-
ka membsuat atay mendipdalan sdata
keingingn para pihak dalam susta ber.
hak wraian hukum yang bisa digertang.
gungiawablan.

Inilah yang paling poloic. Tujuan-
ryaagar mencipdaken suatu kepastian
hukum bagi para pihak. Halah man-
faas alat buleti tertulis yang bentuk ak-
tanya ditentakan UU, Kalaw bentuk
alkta ity fidak terpenahi, hagaimans
biga dijadikan alat huketl tertatis vang
bisa dipertaya masyarakat, Sedangkan
sekarang ini bertuk alifa yang ditentu.
Yan dalam Pasal 238 UUJN, iolas dapd
tidakjelas,

“Kondisd ini skan teragterjadidan
yung jeles altan merugikan magyarakad
pencari kepastian hokum, kalas para
notaris hanya tarmotives] dan berord-
gntasi unhuk dagang semata” tegas
Deddy.

= Tulos -

“Lanhat faun orang-orang yang tidak punya keablian di bidang notaris akan menjadikan jabatan notaris

sebagal pencaharian. Dunia akan mengalami kehancuran karena kebedohan para notaris. Kalau sekali
terjadi kemorosotan, maka untuk memperbaiki akan sangat memerlukan banyak waktu,"
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